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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sesual derigan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib untuk memberikan 

pendidikan dan pelatihan terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 

selama satu tahun masa percobean. Tujuan dari pendidikan dan pelatihan mi 

adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi 

nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung 

jawab serta memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. 

Melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan tersebut diharapkan Peserta 

Pelatihan Dasar Calon PNS mampu memahami konsepsi pembelajaran aktualisasi 

dan habituasi, memahami tahapan pembelajaran aktualisasi, dan melaksanakan 

tahapan pembelajaran aktualisasi yang terdiri dari menyusun rancangan aktualisasi, 

mempresentasikan rancangan aktualisasi, melaksanakan aktualisasi, menyusun 

laporan aktualisasi dan mempresentasikan laporan aktualisasi. Penyusunan 

aktualisasi ini merupakan salah satu syarat kelulusan peserta pada kegiatan 

pendidikan dan pelatihan calon PNS dengan persentase bobot penilaian sebesar 

50% (persen). 

Berdasarkan Jatar belakang tersebut diharapkan Peserta Pelatihan Dasar 

CPNS mampu memahami pembelajaran secara keseluruhan dengan 

mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya 

sesual dengan peran PNS dalam NKRI. Adapun Peserta Pelatihan Dasar Calori 

Pegawai Negeri Sipil juga harus melakukan rancangan dan laporan aktualisasi 

dengan melakukan identifikasi isu di Unit Kerja masing-masing sehingga 

diharapkan Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil mampu 

memberikan inovasi dan solusi atas permasalahan di Unit Kerja serta memberikan 

solusi atau rekomendasi penyelesaian. 

1 



A. 	Dasar Hukum 

Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana dan pengawas 

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunari nasional melalui 

pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Untuk dapat menjalankan perannya 

dengan baik, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan 

publik dan perekat serta pemersatu bangsa. 

Dasar hukurn pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi CPNS diatur 

dalam Undang-IJndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan 

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan 

Dasar Caton Pegawai Negeri Sipil sebagaimana perubahan atas Peraturan LAN 

Nomor 12 Tahun 2018. Implementasi pelaksanaan Pelatihan Dasar diatur dalam 

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dan Nomor 

22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS 

Golongan I dan II. 

Adapun dalarn kegiatan pendidikari dan pelatihan terbagi menjadi 4 agenda 

yaltu agenda I, II dan Ill yang membahas tentang konsepsi aktualisasi serta agenda 

ke-IV (terakhir) membahas tentang agenda habituasi dan aktualisasi. Setelah 

peserta mendapatkan materi tentang konsep aktualisasi, peserta akan dibimbing 

untuk menyusun rancangan aktualisasi sesuai dengan substansi mata pelatihan 

agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dan nilai-nilai dasar PNS ke dalam 

rancarigan aktualisasi. 

B. 	Tujuan 

Tujuan diadakannya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil adalah 

untuk membentuk PNS yang profesional yang memiliki karakter sebagai PNS 

sebagaimana fungsi dalarn UU Nomor 5 Tahun 2014 yaitu sebagai Pelaksana 

Kebijakan Publik, Pelayan Publik, dan Perekat dan Pemersatu Bangsa. Adapun 

karakter yang harus dimiliki seorang PNS dilakukan dengan pembinaan perilaku 

bela negara, nilai-nilai dasar PNS, dan penguatan kompetensi bidang tugas. 
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Tujuan bagi Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS dalam pelaksanaan 

aktualisasi adalah untuk memahami konsep dan tahapan pembelajaran aktualisasi 

dengan menyusun rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi berdasarkan 

analisis nilai-nilai dasar PNS serta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. 

Adapun tujuan dari aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Prosedur 

Pengerjaan Naskah Warta Parlementaria di Unit Kerja Sub Bagian Program dan 

Produksj Televisi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah untuk menciptakan 

keseragaman dalam pengerjaan naskah serta dalam rangka meriingkatkan 

komitmen mutu melalui inovasi dan solusi atas permasalahan-permasalahan yang 

ada dalam pengerjaan naskah Warta Parlementaria. 

C. 	Manfaat 

Marifaat pelaksanaan aktualisasi pada Pelatihan Dasar Calon PNS adalah 

agar Peserta dapat menerjemahkan teori-teori pembelajaran dalam praktek, 

mengubah konsep menjadi konstruk dan menjadikan gagasan sebagai kegiatan. 

Dalam hal mi Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS harus dapat mengaktualisasikan 

substansi mata pelatihan kedalam suatu rancangan dan laporan aktualisasi 

berdasarkan identifikasi dan penetapan isu yang menjadi fokus dan lokus tertentu di 

unit kerja. 
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BAB II 

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN 

A. 	Visi dan Misi Unit Kerja 

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR yang 

berkedudukan sebagal Kesekretariatan Lembaga. Sesuai dengan Peraturan 

Presiden RI Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian DPR RI menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal dan Badan Keahiian 

DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPR RI. Adapun tugas 

Setjen DPR RI adalah mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas 

DPR RI di bidang administrasi dan persidangan. 

Visi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah terwujudnya Sekretariat Jenderal 

DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung 

fungsi DPR RI. Sedangkan misi Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu, pertama, 

meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, 

transparan dan akuntabel. Kedua, memperkuat peran keahlian yang profesional, 

andal, transparan dan akuntabel. 

Unit kerja Sub Bagian Program dan Produksi Televisi dibawahi oleh Bagian 

Televisi dan Radio Parlemen yang berada dibawah Biro Pemberitaan Parlernen. 

Biro Pemberitaan Parlemen yang memiliki tugas menyelenggarakari dukungan 

pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, pengelolaan televisi dan radio, 

serta pengelolaan urusan penerbitan. Televisi dan Radio Parlemen (T\JR) adalah 

unit produksi televisi dan radio siaran terbatas di bawah Biro Pemberitaan Parlemen 

Sekretarjat Jenderal DPR RI. Berdasarkan Pasal 160 Peraturan Sekretaris Jenderal 

DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal, Sub Bagian Program dan Produksi Televisi mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan berita, program, dan produksi televisi. 

Secara bertahap TVR Parlemen melakukan kegiatan operasional berupa 

siaran Iangsung rapat paripurna, kegiatan rapat-rapat komisi dan alat kelengkapan 

dewan Iainnya serta memproduksj program acara dialog atsu talkshow. Adapun 
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tugas dan fungsi TVR Parlemen pertama, menyebarluaskan informasi yang 

berkaitan dengan pemikiran, kebijakan dan keputusan-keputusan parlemen kepada 

seluruh rakyat Indonesia dan dunia luar. Kedua, menampung dan 

menginformasikan aspirasi, tanggapan dan harapan masyarakat kepada parlemen. 

Ketiga, meningkatkan pemahaman dan praktek demokrasi yang sehat dan 

bermanfaat bagi kehidupan bangsa, negara dan masyarakat serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa, terutama dalam pendidikan politik masyarakat. 

B. 	Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Bagian Televisi dan 

Radio Parlemen yang dipimpin oleh li-fan, S.Sos berada dibawah koordinasi Biro 

Pemberitaan Pariemen. Bagian Televisi dan Radio Parlemen membawahi 3 Sub 

Bagian yang terdiri dari Sub Bagian Program dan Produksi Televisi yang dipimpin 

oleh Bayu Setiadi, S.IP. Sub Bagian Teknik Televisi yang dipimpin oleh Saeful 

Anwar, S.IP., M.E, dan Sub Bagian Radio yang dipimpin oleh M. Ibnurkhalid, S.Pd. 

Sebagaimana struktur organisasi berikut mi: 

P Mi ThAN PAU4EN 

j4 	 iltllrAku 

p,j 

*Ca 	t$ 

S. i3PACJN 

L1 cKA:t (W 
PROLK 

t 
çW 

--___ 

.-,. 

1 

L 

I 	I 
[I 

Gambar 2.1 Bagan Biro Pemberitaan Parlemen 
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Dapat dijelaskan secara singkat, berikut ini adalaFi alur koordinasi Bagian 

Televisi dan Radio Parlemen dari tingkat teratas yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI 

yang membawahi Deputi Bidang Persidangan, Deputi Bidang Administrasi, Badan 

Keahhan dan Inspektorat Utama. Kemudian, Deputi Bidang Persidangan 

membawahi beberapa Biro yaitu Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Biro 

Kesekretariatan Pimpinan, Biro Kerjasama Antara Parlemen dan Organisasi 

Internasional, Biro Pemberitaan Parlemen, serta Biro Protokol dan Hubungan 

Masyarakat. Selanjutnya, Biro Pemberitaan Parlemen membawahi Bagian Media 

Cetak dan Media Sosial, Bagian Televisi dan Radio Parlemen, dan Bagian 

Penerbitan. Berikut ini adalah bagan alur koordinasi Bagian Televisi dan Radio 

Panlemen yang dibuat secara singkat. 

PSEKRETARIA1 
[ JENDERALJ 

DEPUTI BIDANG 
PERSIDANGAN 

PEMBERITMN 
PA RL EM EN 

DAN RADIO 

SUB BAG1A!'J 
PROGRAM D\N 	 SUB BAGIAN 

PRODUKSI tE1EVS 	TEKNK TELEVISI 	SUB BAGIAN RADIO 

Gambar 2.2 Bagan Koordinasi Sub Bagian Program dan Produksi Televisi 

C. 	Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, tugas jurnalis di antaranya, melakukan 

kegiatan penghimpunan, identifikasi data dan informasi, serta mengadministrasikan 
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dan mendokumentasikan dalam bentuk media cetak / digital. Sernentara itu, 

berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI dijelaskan bahwa Sub 

Bagian Program dan Produksi Televisi mempunyal tugas yaitu melaksanakan 

pengelolaan berita, program, dan produksi televisi. 

Adapun tugas dan fungsi reporter sebagaimana tertulis dalam Peraturan 

Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI adalah untuk melaksanakar, peliputari kegiatan 

Dewan dan Sekretariat Jenderal sesuai dengan pedoman yang berlaku agar 

pelaksanaan tugas berjalan lancar. Uraian tugas reporter antara lain sebagal 

berikut: 

Meliput kegiatan Dewan dan Sekretariat Jenderal untuk bahan 

penyusunan press release. 

Menyusun dan menyampaikan konsep press release kepada atasan. 

Menyampaian press release kepada media massa untuk dipublikasikan. 

Mengklarifikasi berita negatif tentang kinerja dewan. 

Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi sebagai bahan 

penyusunan artikel. 

Menyimpan press release dan artikel sebagai bahan dokumentasi. 

Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan. 

Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap 

waktu diperlukan. 

7 



:c1 :1111 

PEWETAPAN ISU PRIORITAS 

A. 	Identifikasj Isu 

A.I. Belum Adanya Datthase berupa Rekapitulasi Penugasan Liputan 

Jurnatis 

Isu pertama yang ada Ji Sub Bagian Program dan Produksi Televisi adalah 

belum adanya database berupa rekapitulasi penugasan Jiputan untuk setiap 

jurnalis. Pada kondisi saat mi penugasan liputan bagi jurnalis hanya melalui 

pemberitahuan whatsapp setiap pagi hari yang dikirinikan oleh koordinator liputan. 

Meskipun hal tersebut cuku .3 efektif dalam memberikan informasi penugasan 

Jiputan namun tetap penlu 3danya rekapitulasi penugasan liputan. Database 

tersebut dibutuhkan mengingat jumlah sumber daya manusia atau jurnalis yang 

ditugaskan untuk meliput sejumlah 28 pegawai (PNS dan PPPK) sehingga 

diperlukan sebuah database yang bertujuan untuk mengetahui jumlah penugasan 

yang ditugaskan kepada setiap jurnalis. 

Kondisi yang diharapkan dengan adanya rekapitulasi database penugasan 

liputan ini adalah agar setiap jurnalis memiliki keadilan dan kesetaraan beban 

penugasan antara satu dengar yang lainnya. Database mi jugs dapat memudahkan 

koordinator liputan untuk melihat kinerja pars jurnalis dengan mengetahui output 

yang seharusnya dihasilkan satiap jurnalis. Apabila isu mengeniai belum adanya 

database untuk rekapitulasi penugasan liputan jurnalis tidak diselesaikan akan 

menimbulkani dampak diman3 dikhawatirkan penugasan liputan hanya untuk 

individu yang sama, tidak adanva keadilan dan kesetaraan penugasan antarjurnalis 

satu dengan lainnya dan sulitnya mengetahui output kinerja jurnalis berdasarkan 

tugas peliputan. Dengan athniya database atau rekapitulasi penugasan mi 

diharapkan bisa meningkatkan jumlah berita yang seharusniya bisa diproduksi oleh 

setiap jurnalis dan meningkatkaii kinerja setiap jurnalis berupa output naskah benita. 

Isu tersebut akan berkaitan dengan Manajemen ASN berupa penerapan 

nilai-nilai dasar PNS yaitu Akuntabilitas dan Komitmen Mutu. Pertama, Akuntabilitas 

adalah suatu kewajiban individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung 

jawab yang menjadi amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nulai-nilai publik. 
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Kaitan isu dengan nilai akuntabilitas adalah meningkatkan tanggung jawab setiap 

Jurnalis atas tanggung jawab yang diberikan dengan memberikan output kerja 

sesuai dengan penugasan. Dengan adanya rekapitulasi tersebut juga dapat 

dilakukan validasi output apakah berita yang dihasilkan sudah sesuai dengan 

database. Kedua, penerapan komitmen mutu dalam isu tersebut dengan cara 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja setiap Jurnalis serta memberikan 

inovasi baru untuk menghitung mutu kerja Jurnalis sesuai dengan penugasan yang 

diberikan. 

A.2. Belum optimalnya Implementasi Prosedur Pengerjaan Naskah Warta 

Parlementaria 

Isu kedua yang ads di Sub Bagian Program dan Produksi Televisi adalah 

belum optimatnya implementasi prosedur pengerjaan naskah Warta 

Parlementaria. Pada kondisi saat ml sudah ada prosedur tertulis mengenai 

pengerjaan naskah Warta Parlementaria akan tetapi dalam implementasinya masih 

belum optimal. Belum optimalnya implementasi tersebut dapat dilihat dari adanya 

perbedaan penulisan setiap penanggung jawab dalam pengerjaannya. Selain itu 

tidak adanya prosedur menyebabkan keterlambatan pengiriman naskah kepada 

bagian Program di TVR Parlemen serta diperlukannya satuan kerja tambahan untuk 

pengerjaan naskah Warta Parlementaria sebagai .bentuk antisipasi apabila satuan 

kerja lainnya tidak dapat mengerjakan pekerjaan tersebut karena adanya pekerjaan 

lain seperti dines luar. Keterlambatan naskah WP juga bisa disebabkan karena 

editor atau redaktur tenlambat mengirimkan naskah hasil penyuntingan. 

Berdasarkan masalah-masalah tersebut maka diperlukan optimalisasi 

prosedur penulisan naskah Warta Parlementaria yang bertujuan untuk 

menyeragamkan standar penulisan naskah serta menertibkan prosedur pengiriman 

naskah dari tim redaksi kepada tim program. Kondisi yang diharapkan dengan 

adanya prosedur baku pengerjaan naskah warta panlementaria bisa meminimalisir 

masalah-masajah seperti perbedaan penulisan dan penyeragaman format naskah, 

kesalahan penulisan nama anggota, alat kelengkapan dewan, daerah pemilihan 

dan nama partai politik, keterlambatan pengiriman naskah dan adanya backup 
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satuan kerja jika terjadi kendala serta menciptakan kedisiplinan penanggung jawab 

daJam pembuatan dan pengiriman naskah Warta Par!ementaria. 

Adapun dampak yang akan ditimbulkan apabiJa prosedur baku penulisan 

naskah warta pariementaria tidak diimplementasi sesuai dengan prosedur yang 

berlaku adalah penulisan naskah yang tidak seragam, ketidaktelitian penanggurig 

jawab dalam menulis dan mengecek nama anggota, daerah pemilihan, nama partai 

politik dan alat kelengkapan dewan. Jika terdapat kesalahan pada hal tersebut 

maka tayangan yang sudah naik tayang dan telah diunggah ke Youtube akan 

dihapus dan ditunda penayangannya. Dampak Iainnya adalah adanya 

keterlambatan pengiriman naskah yang akan berdampak pada program siaran 

serta rendahnya kedisiplinan penanggung jawab dalam mengerjakan naskah. 

Isu yang telah dijelaskan diatas berkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS yaitu 

akuntabilitas, komitrnen mutu, dan etika publik. Kaitan prosedur baku pengerjaan 

naskah warta parlementaria dengan penerapan nilai akuntabilitas adalah 

penanggung jawab mengerjakan naskah sesuai dengan aturan dan prosedur yang 

telah ditetapkan sehingga akan meminimalisir kesajahan-kesalahan dan 

meningkatkan kedisiplinan penanggung jawab dalam pengerjaanya. Selanjutnya, 

keterkaitan isu tersebut dengan komitmen mutu adalah dengan adanya prosedur 

tersebut maka akan meningkatkan inovasi dan mutu dari niaskah tersebut. prosedur 

tersebut akan menciptakan aturan-aturan baku yang harus diikuti oleh seluruh 

penanggung jawab sehingga hasil naskah yang dihasilkan sesuai dengan standar 

yang telah ditentukan. 

Terkait dengan penerapan nilai etika publik bahwa dengan adanya prosedur 

tersebut akan menciptakan hasil naskah yang baik dan mendorong kinerja pegawai 

sebagai implementasi salah satu nilai dasar Etika Publik yang tertulis pada UU ASN 

pasal 5. Selain itu dengan adanya prosedur yang baku akan mendorong satuan 

kerja dalam melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin sehingga akan 

meminimalisir segala bentuk kesalahan dan keterlambatan pengiriman naskah. 
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A.3. Belum Optimalnya Sarana dan Media untuk Menampung dan 

Menginformasikan Aspirasi Masyarakat kepada Parlemen. (Whole of 

Government & Pelayanan Publik) 

Isu ketiga yang ada di Sub Bagian Program dan Produksi Televisi adalah 

belum optimalnya sarana dan media untuk menampung dan 

menginformasikan aspirasi, tanggapan dan harapan masyarakat kepada 

parlemen. Dalam penerapan tugas dan fungsi T'JR Parlemen terdapat satu fungsi 

yang implementasinya belum dilaksanakan secara optimal yaitu menampung dan 

menginformasikan aspirasi, tanggapan dan harapan masyarakat kepada parlemen. 

Hal itu ditunjukkan dengan penayangan atau hasil liputan yang masih banyak berisi 

tentang anggota-anggota dewan, baik ketika rapat komisi maupun reses. 

Pemberitaan atau penayangan tentang aspirasi, tanggapan dan harapan 

masyarakat kepada parlemen masih sangat minim. Adapun kondisi yang 

diharapkan dengan terwujudnya fungsi TVR Parlemen yaitu menampung dan 

menginformasikan aspirasi masyarakat kepada parlemen adalah agar harapan 

masyarakat dapat terkoordinir dengan balk dan disebarluaskan kepada anggota 

melalui tayangan T\/R Parlemen. Dengan terwujudnya fungsi tersebut maka akan 

menunjukkan fungsi TVR Parlemen yang terimplementasikan dengan balk. 

Dampak yang bisa ditimbulkan berdasarkan isu tersebut dapat dilihat 

berdasarkan indikator kualitas pelayanan publik. Pertama, Prosedur Pelayanan 

yang mana belum ada prosedur yang dibakukan terkait penyampalan aspirasi dan 

tanggapan masyarakat. Selain itu belum adanya sarana dan prasarana yang harus 

disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik untuk mewadahi 

aspirasi-aspirasi masyarakat yang kemudian bisa disampaikan kepada Parlemen. 

Selanjutnya, belum adanya produk pelayanan yaitu berupa hasil pelayanan yang 

akan diterima sesual dengan ketentuan yang telah diterapkan. Dalam hal ml output 

dari fungsi TVR yaitu menampung dan menginformasikan aspirasi belum ditetapkan 

secara jelas sehingga perlu adanya rancangan atau strategi baru untuk 

mengakomodir aspirasi masyarakat serta diperlukan koordinasi di divisi TVR 

Parlemen. 

lsu tersebut berkaitan dengan konsep Whole of Government dimana periu 

adanya kolaborasi antar iiritas sektor dengan Biro Hukum dan Pengaduan 
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Masyarakat, Sub Bagian Pengaduan Masyarakat yang bertujuan untuk menampung 

aspirasi masyarakat. Selain itu apabila partisipasi masyarakat dalam memberikan 

aspirasi sudah terwujud, akan mencermnkan nhlai pelayanan publik yaitu 

mengakomodir aspirasi masyarakat kepada Parlemen. 

B. Penetapan Isu Prioritas 

B.1 Teknik Anal isis Isu 

Berdasarkan isu-isu yang telah dijelaskan maka Iangkah selanjutnya adalah 

dengan melakukan teknik analisis isu untuk merientukan isu utama yang akan di 

analisis lebih dalam. Untuk melakukan analisis isu akan dijelaskan teknik tapisan 

isu untuk menentukan isu yang berkualitas sesuai dengan kriteria tapisan isu 

tertentu. Alat bantu tapisan yang akan digunakan adalah kriteria APKL (Aktual, 

Problematik, Kekhayalakan, Kelayakan). Aktual artinya isu tersebut benar-benar 

terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kekhalayakan artinya 

isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya Isu 

tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera 

solusinya secara komprehensif. Kelayakan artinya Isu tersebut masuk akal, 

realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahanya. 

Berikut mi akan dijelaskan teknik tapisan isu menggunakan kriteria APKL 

dengan rentang penilaian 1-5 dengan indikator sebagaiberikut: 
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Tabel 3.1 Indikator Penilaian Aktual 

AKTUAL 

No Skala Penilaian Nilai Deskripsi Penilaian 

 Sangat Sering 5 Selalu dibicarakan setiap sesi rapat balk 
dibicarakan informal maupun formal 

 Sering dibicarakan 4 Dibicarakan setidaknya 4-5 kali pada sesi rapat 
(formal atau informal) 

 Cukup sering 3 Dibicarakan setidaknya 3-4 kali pada sesi rapat 
dibicarakari (formal atau informal) 

 Kurang Sering 2 Dibicarakan setidaknya 1-2 kali pada sesi rapat 
dibicarakan (formal atau informal) 

 Tidak pemah I Tidak pernah dibicarakan pada sesi rapat 
dibicarakan (formal atau informal) 

Tabel 3.2 lndikator Penilaian Problematik 

PROBLEMATIK 

No Skala Penilaian Nilai Deskripsi Penilaian 

 Sangat Kuat Pengaruhnya 5 Memiliki lebih dari 5 dampak 

 Kuat Pengaruhnya 4 Memiliki 4-5 dampak 

 Sedang Pengaruhnya 3 Memiliki 3-4 dampak 

 Kurang Pengaruhnya 2 Memiliki 1-2 dampak 

 Sangat Kurang 
Pen garuhnya 

1 Tidak memHiki dampak 
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label 3.3 Indikator Penilaian Kekhalayakan 

KEKHALAYAKAN 

No Skala Penilaian Nilai Deskripsi Pentlaian 

1. Sangat Kuat Pengaruhnya 5 Berpengaruh kepada lebih dari 5 orang 

2. Kuat Pengaruhnya 4 Berpengaruh kepada 4-5 orang 

3. Sedang Pengaruhnya 3 Berpengaruh kepada 2-3 orang 

4. Kurang Pengaruhnya 2 Berpengaruh kepada 1 orang 

5. Sangat Ku rang 
Pengaruhnya 

1 Tidak berpengaruh kepada orang lain 

label 3.4 Indikator Penilalan Kelayakan 

KE LAYAKAN 

No Skala Penilaian Nilai Deskripsi Penilaian 

1. Sangat Kuat Pengaruhnya 5 Dikerjakan setiap han 

2. Kuat Pengaruhnya 4 Dikerjakan 10-15 kali sebulan 

3. Sedang Pengaruhnya 3 Dikerjakan 6-10 kali sebulan 

4. Kurang Pengaruhnya 2 Dikerjakan 2-5 kali sebulan 

5. Sangat Kurang 
Pengaruhnya 

I Dikerjakan 1 kati sebulan 

B.2 Pemilihan Isu Prioritas 

Berdasarkan iridikator penilaian yang telah dijelaskan sebetumnya, berikut ml 

total nilal yang didapatkan untuk menentukan isu prioritas berdasarkan hasil tapisan 

dengan menggunakan kriteria APKL. 
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Tabel 3.5 Matrik Pemilihan Isu Prioritas derigan Analisis APKL 

No Isu Kriteria Jumiah 
Ndai A I P I K L 

1 Belum adanya database berupa rekapitulasi 4 4 5 3 16 
penugasan liputan untuk setiap jurnaiss 

1 
2 Belum Optimalnya Implementasi Prosedur 3 5 5 5 18 

Pengerjaari Naskah Warta Parlementaria 
1 

3 Belum Optimalnya Sarana dan Media untuk 1 3 5 3 12 
Menarnpung dan Menginformasikarì Aspirasi 
Masyarakat kepada Parlemen 

Berdasarkan kriteria penilaian tapisan isu menggunakan kriteria APKL 

(Aktual, Problemafjk, Kekhalayakan 1  Kelayakan) menunjukkan bahwa isu tentang 

belum optimalnya implementasi prosedur pengerjaan naskah Warta 

Parlementaria memiliki nilai tertinggi yaitu 18 poin dibandingkan isu lainnya. Dan 

hasil tapisan isu tersebut sudah dapat ditentukan core issue dan bisa melakukan 

analisis isu secara lebih dalam. 

Secara rinci deskripsi rincian isu tentang belum optimalnya implementasi 

prosedur pengerjaan naskah Warta Parlementaria derigan tekriik APKL adalah 

sebagai berikut: 

Aktual 	Poin 3 - Isu tersebut cukup sering dibicarakan oleh sub 

bagian program produksi dan televisi khususnya penanggung jawab Warta 

Parlementaria dengan divisi program serta jurnalis Iainnya pada saat diskusi 

permasalahan di sub bagian. Hal mi disebabkan karena masih terjadinya 

masalah tentang pengerjaan naskah. Isu tersebut benar-benar terjadi karena 

waktu pengerjaan yang dilakukan setiap han. 

Problematik 	: Poin 5 - Isu tersebut sangat kuat pengaruhnya. Hal itu 

disebabkan karena jika terjadi hambatan atau kesalahan, maka akan 

menimbulkan lebih dari 5 dampak. Adapun dampak yang terjadi adalah 

keterfambatan pengiriman naskah, penulisan naskah yang tidak seragam, 

tayangan yang dihapus apabila terdapat kesalahan penulisan nama, dapil, 

AKD dan nama partai politik. Atas dampak-dampak tersebut maka perlu 
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dicarikan segera solusinya secara komprehensif untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. 

Kekhalayakan 	Poin 5 - Isu tersebut sangat kuat pengaruhnya. Hal 

itu disebabkan karena apabila terjadi masalah atau hambatan dalam 

pengerjaan naskah warta parlementaria maka akan berdampak pada divisi 

program, presenter, redaksi sebagai penanggung jawab naskah dan editor 

pasca produksi. Isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak dalam 

artian bahwa isu tersebut berkaitan dengan divisi-divisi di sub bagian 

program dan produksi televisi. 

Kelayakan: Poin 5 - Isu tersebut sangat kuat pengaruhnya. Isu tersebut 

sangat masuk akal dan sangat bisa diselesaikan karena naskah warta 

parlementaria dikerjakan setiap hari dan berkelanjutan sehingga perlu 

adanya solusi atas masalah-masalah yang ada. 
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Dari sejumlah isu yang telah dianasis dengan teknik tapisan, selanjutnya 

akan dilakukan analisis secara mendalam isu yang telah memenuhi dan terpilih 

berdasarkan kriteria APKL dengan menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir 

kritis. Berikut mi akan digunakan teknik Fishbone untuk menganalisis dan 

memetakani isu berdasarkan cabang-cabang terkait dengan menekankan sebab 

akibat. 

Sistem 

Beh,m adanya format b.ku 

penuksan naskth WP 
(ara penulisan yang Udak 

dt5)s4aU,aikan 

6elurn adanya tahpaft 

egit1 yIng tertui 

ecara baku teqnang 

pefnbultan nskah 

hingga pengiiunan 

kepada bagian pogram 

Ttdak athrnya pengecekan 

naskah final WjrEa 

Parfernentaria  

Belurn 	bpImanya 

proseclur pngeran 

naskah Wara 

Parlementaria 

Kirangnya sumber daya 

alau 68tuan k±rja yang 

inergerakan wp 

Penartggung kawab yang 

berhafangan karea 

ptmugasJn dnas Sujt 

Kcter$arnt,atan 	ed.or 

atau redakw 	cfalarn 

menyuflling naskah berita 

Man / SkU 
	

SurroundIngs 

Gambar 3.1 Analisis Fish Bone 

Belum optimalnya prosedur pengerjaan naskah Warta Panlementaria di Sub 

Bagian Program dan Produksi Televisi Parlemen Sekretaniat Jenderal DPR RI 

menimbulkan dampak sebagai berikut: 

Ketidakseragaman format penulisan naskah Warta Parlementaria. 

Pembatalan tayangan apabila terdapat kesalahan-kesalahan pada 

penulisan judul, nama, AKD, daerah pemilihan, dan nama partai politik. 

Kurangnya satuan kerja yang mengerjakan naskah Warta Parlementania. 

Ketenlambatan penginiman naskah dari tim Redaksi kepada tim Program 

yang akan mempengaruhi jadwal syuting program. 
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C. Gagasan Pemecahari Isu 

Berdasarkan analisa dan pendalaman isu yang dilakukan, penulis 

memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan isu yang terjadi di lingkungan 

Setjen DPR RI terutama unit kerja Sub Bagian Program dan Produksi Televisi 

antara lain: 

Perlu dibuat standar atau format baku untuk pengerjaan naskah Warta 

Parlementaria yang bertujuan agar hasil naskah yang dikerjakan setiap 

penanggung jawab memiliki keseragaman. Adapun yang perlu diperhatikan 

terkait penulisan naskah adalah berita terkini atau yang sedang dibicarakan 

ditenipatkan di segmen pertama, format penulisan nama jurnalis, judul 

naskah, urutan tayang, tanggal tayang dan format soundbite (memuat riarna 

anggota, dapil, komisi dan partai politik) harus sama atau seragam. 

Perlu adanya pembaharuan tahap-tahap atau prosedur pengerjaan naskah 

Warta Parlementaria yang dimulai dari memeriksa urutan WP yang telah 

ditentukan redaktur atau editor; membuat naskah WP sesuai dengan naskah 

hasil penyuntingan, melakukan finalisasi atau pengecekan nama anggota, 

daerah pemilihan, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan partai politik dengan 

mengacu berdasarkan website resmi DPR, dan tahap terakhir adalah tenggat 

waktu penanggung jawab menginimkan naskah WP kepada tim program yang 

bertujuan untuk menghindari keterlambatan. 

Melakukan evaluasi satuan kerja yang bertanggung jawab atas pengerjaan 

Warta Parlementaria serta jika memungkinkan menambahkan satuan kerja 

sebagai bentuk antisipasi apabila satuan kerja yang bersangkutan tidak dapat 

mengerjakan naskah WP karena ada penugasan luar salah satunya adalah 

dinas luar. 
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BAB IV 

RANCANGAN AKTUALISASI 

A. Rancangan Aktualisasi 

Unit Kerja 	 : Sub Bagan Program dan Produksi Televisi. 

Identifikasi Isu 	 : 1. Belum adanya format penulisan untuk menyeragamkan penulisan naskah Warta 

Parlementaria. 

Belum adanya ketentuan tertulis dan baku dalam pengerjaan dan pengiriman naskah Warta 

Parlementaria antar Divisi. 

Perlunya satuan kerja tambahan dalam pengerjaan naskah Warta Parlementaria. 

Isu yang Diangkat 	 : Optimalisasi Implemeritasi Prosedur Pengerjaan Naskah Warta Parlementaria (SEWARTA). 

Gagasan Pemecahan Isu 	: 1. Membuat format penulisan naskah agar terdapat keseragaman penulisan antar penanggung 

jawab. 

Membuat alur pengerjaan naskah Warta Parlementaria dimulai dari pembuatan naskah 

hingga naik tayang. 

Menambahkan satuan kerja yang ditunjuk untuk mengerjakan naskah Warta Parlementaria 

dengan persetujuan Kasubag dengan tujuan menggantikan penanggung jawab yang 

diberikan penugasan lain. 
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4.1 Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS 

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output I Hasil 
Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Penguatan Wiai 

Math Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi Organisasi 

1. Mengusujkan dan Mengikuti diskusi - Notulensi hasil MeIIiii proses diskusi dan Pemilihon isu yang akan McIdIUi kegiatan 
menentukan isu bersama dengan rapat. konsultasi terkait identifikasi diangkat dan konsultasi dan 
yang akan 
diangkat melalui 

rekan kerja CPNS 
unluk mengumpulkan 

- Saran dan 
masukan tentang isu 

isu bersama dengan 
Kasubag, rekan-rekan CPNS 

liaktualisasikan melalul koordinasi akan 

diskusi. isu-isu. yang akan diangkat. dan juga rekan kerja Senior 
musyawarah mufakat 
dengan tim Redaksi 

memperkuat nilai 
)rganisasi Sekjen 

Mengusulkan isu - Penentuan isu menunjukkan adanya nendukung terwujudnya DPR RI yaitu 
yang dlangkat. terpilih untuk musyawarah mufakat visi Sekretariat Jenderal Profesional dan 

Melakukan diaktualisasikan. dengan menentukan isu )PR RI yang profesional, \kuntabel yang 
konsultasi dan 
koordinasi dengan 

yang akan diangkat 3ndal, transparan dan Iitujukkan dengan 

Kasubag mengenai 
berdasarkan permasalahan 
di unit kerja serta 

akuntabel. Isu yang dipilih 
'uga akan mewujudkan 

3ikap ASN yang 
bekerja secara 

isu yang akan 
diangkat. 

memberikan masukan atas tugas dan fungsi Jurnalis novatif dalam 

Melakukan 
solusi permasalahan, ['JR Parlemen yaitu rangka 

konsultasi dengan 
menghargai pendapat 
sesama rekan kerja dan 

mengolah dan 
nengumpulkan data 

meningkatkan 
kinerja serta. 

rekan kerja senior menyampaikan pendapat sebagaibahan \danya koordinasi 
tentang isu yang 
akan diangkat. 

dengan bahasa yang sopan. penyusunan artikel. dengan atasan dan 
(Etika Publik, Komitmen rekan kerja 
Mutu dan Nasionalisme) menunjukkan sikap 

;aling menghormati. 

2. Penyusunan 
format penulisan 

a. Melakukan 
evaluasi format 

- Draf format naskah 
warta parlementaria. 

Melalui penyusunan format 

naskah Warta Parlementaria 
<erjasama antara rekan 
kerja dalam penyusunan 

Melalui kegiatan 

naskah Warta 
Parlemen 

naskah Warta - Notulensi hasH akan meningkatkan format naskah Warta 
format penyusunan 

penulisan naskah 
Parlementaria diskusi dengan kerjasai-na dengan sesama Parlementaria mendukung VP akan 
sebelumnya. rekari kerja. rekan kerja untuk mencari iisi Sekretariat Jenderal memperkuat nilai 

solusi dan kemudahan )PR RI yang profesional, )rganisasi Setjen 
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Membuat draf - Format final dalam mengerjakan naskah 

format penulisan naskah warta Adapun diskusi yang 
naskah. parlementaria. dilakukan antar rekan kerja 

Melakukan tetap dengan sopan santun 
koordinasi dan dan saling menghargai 
konsultasi dengan pendapat orang lain. 
rekan kerja senior Diharapkan melalui 
serta mentor. penyusunan format naskah 

Melakukan varta Parlementarja akan 
perbaikan draf meningkatkan kualitas 

format naskah naskah sehingga 
berdasarkar, saran meminimalisir- 
dan masukan. kesalahan-kesalahan 

. Melakukan penulisan. Dengan adanya 
:inalisasi format format tersebut juga bisa 
askah Warta meningkatkan hasil kinerja 
arlementaria satuan kerja sehingga tugas 

dan tanggung jawab yang 

dibebankan bisa semakin 
baik. (Akuntabilitas, 
Nasionalisme, Komitmen 
Mutu, Etika Publik) 

Penyusunan Membuat - Draf rancangan Melalui penyusunan 
Prosedur/Alur rancangan prosedur prosedur pengerjaan prosedur pengerjaan naskah 
Pengerjaan alur pengerjaan naskah Warta Warta Parlementaria akan 
naskah Warta naskah Warta Parlementaria. meningkatkan kerjasama 

Parlementaria Parlementaria. - Notulensi hasil dan koordinasi dengari 
Melakukan diskusi dengan sesama divisi redaksi dan 

koordinasi dan rekan kerja dan tim divisi program sebagai 
konsultasi dengan produksi. bentuk dari penerapan 
tim redaksi - Finalisasi alur Whole of Government. 
(penanggung jawab prosedur pengerjaan Perlu adanya koordinasi dan 
Warta naskah Warta kerjasama lintas divisi agar, 
Parlementaria), tim Parlementaria. pengerjaan naskah Warta 

dal, transparan dan DPR RI yaitu 
untabel. Hal tersebut pertama, profesional 
a berkontribusi terhadap tang ditunjukkan 
plementasi tugas iengan adanya 
orter yaitu membuat ikerja sama dalam 

nsep laporan kepada penyusunan format 
san. naskah. Kedua, 

3kuntabel yang 
litunjukkan dengan 
danya format 

penulisan satuan 
:erja harus bekerja 
esual dengan yang 
elah ditetapkan. 

Kerjasama dan koordinasi Melalui kegiatan 
ntara rekan kerja dan penyusunan 

intas divisi dalam )rosedur 
)enyusunan prosedur pengerjaan naskah 
)engerjaan naskah Warta VVP akan 
Darlementania akan memperkuat nilai 
nendukung vlsi Sekretariat organisasi Setjen 
fenderal DPR RI yang DPR RI yaitu 
)rofesional, andal, pertama, akuntabel 
ransparan dan akuntabel. tang ditunjukkan 
)engan adanya prosedur dengan adanya 
ersebut diharapkan satuan prosedur sehingga 
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program, editor video Parlementaria dapat kerja dapat mengerjakan ;atuan kerja harus 
dan admin upload dipahami sejak tahap awal sesuai dengan alur yang bekerja sesuai 
untuk mendapat pembuatan naskah hingga telah dilakukan sebagai iengan standar 
masukan dan saran. pasca produksi. vujud ASN yang 'ang telah 
c. Melakukan Penyusunan prosedur profesional dan akuntabel. Jitetapkan. Kedua, 
finalisasi alur tersebutjuga diharapkan Hal tersebutjuga nilai integritas dan 
pengerjaan naskah dapat memberikan solusi erkontribusi terhadap )rofesional yang 
Warta Parlementaria atas kendala-kendala yang implementasi tugas dan Jitunjukkan dengan 
berdasarkan saran seringkali muncul selama ungsi reporter yaitu peningkatan 
dan masukan. pengerjaannya seperti mengumpulkan dan kedisplinan satuan 

keterlambatan pengiriman mengolah data sebagai kerja dalam 
naskah serta meriingkatkan )ahan penyusunan artikel mengerjakan 
kedisiplinan satuan kerja. yang pada tahap tugasnya. 
Dengan adanya prosedur selanjutnya akan 
secara baku tersebutjuga ditayangkan. 
diharapkan setiap satuan 
kerja bekerja sesuai dengan 
prosedur yang telah 
ditetapkan sebagai bentuk 
peningkatan kinerja. 
(Akuntabilitas, Etika 
Publik, Komitmen Mutu, 
Anti Korupsi)  

4. Rekomendasi Melakukan - Notulensi hasil Rencana rekomendasi untuk Koordinasi dan Proses perizinan 
untuk 
menambahkan 

koordinasi dan 
permohonan 

diskusi 
Penujukkan satuan 

menambahkan satuan kerja 
dalam pengerjaan naskah 

permohonan kepada 
atasan dalam 

dan permohonan 
untuk penambahan 

satuan kerja perizinan kepada kerja secara tertulis Narta Parlementaria kepada menambahkan satuan satuan kerja 
sebagai 
penanggung jawab 

Kasubag. 
Menunjuk satuan 

atasan harus dengan sikap 
sopan santun dan bahasa 

kerja untuk pengerjaan 
naskah Warta 

mencerminkan nilai 
integritas, 

Warta 
Parlementaria dan 

kerja yang akan 
membantu 

yang sopan. Rekomendasi 
mi juga bertujuan untuk 

Farlementaria akan 
mendukung visi Sekretariat 

profesional, dan 
akuntabel ASN di 

Sosialisasi mengerjakan Warta memberikan solusi atas Jenderal DPR RI yang 'alangan 
Prosedur. Parlementaria. masalah-rnasalah apabila profesional, andal, Sekretariat Jenderal 

Memberikan satuan kerja yang bertugas transparan dan akuntabel. IJPR RI. Integritas 
arahan dan berhalangan untuk Dengan adanya litunjukkan sikap 
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penjelasan mengenai mengerjalan naskah yang rekomenclasi tersebut 3opan dengan 
alur pengerjaan seringkali disebabkan Jiharapkan satuan kerja selalu meminta 
Warta Parlementaria. adanya penugasan lain ang ditunjuk bisa perizinan kepada 

seperti dinas Juar. Hal mi menjaJankan tugasnya 3tasan terlebih 
akan menciptakan efektifitas ;ecara profesional dan dahulu. Nilai 
dan efisiensi agar setiap rndal. Selain itu dengan profesional 
satuan kerja dapat fokus dan danya penunjukkan yang ditunjukkan dengan 
memprioritaskan tugas yang bersifat formal akan sikap ASN yang 
paling utama. (Etika Publik, mencerminkan nhlai ;ealu inovatifdan 
Nasionalisme, Komitmen ransparan. ;olutif atas 
Mutu) permasalahan yang 

da. Serta nilai 
kuntabel yang 

Iitunjukkan dengan 
ikap ASN yang 
ertanggung jawab 
tas tugas yang 

5. Evaluasi Melakukan - 	 Notulensi hasil Melalul adanya evaluasi atas Evaluasi atas implementasi 
iberikan atasan. 

Melalul kegiatan 
implementasi evaluasi kepada evaluasi implementasi aktualisasi aktualisasi akan avaluasi tersebut 
prosedur 
pengerjaan Warta 

penanggung 
jawab Warta 

implementasi 
aktualisasi. 

yang dilakukan akan 
meningkatkan nilai whole of 

mendukung visi Sekretariat 
Jenderal DPR RI yang 

3kan mencerminkan 
illal profesional 

Parlementaria. Parlementaria government pada setiap profesional, andal, \SN yaitu dengan 
berdasarkan satuan kerja yang transparan dan akuntabel. bertanggung jawab 
perubahan format bersangkutan, meningkatkan Melalui evaluasi tersebut, atas aktualjsasj 
dan prosedur. efektititas pekerjaan sebagai maka akan selalu ada 'ang dikerjakan 
Membuat cerminan nilai komitmen masukan-masukan serta engan seJalu 
masukan dan mutu, serta meningkatkan perbaikan yang harus memberikan 
solusi atas hasil nilai akuntabilitas dengan iilakukan demi pemecahan 
evaluasi. cara memberikan output mewujudkan Vlsi masalah. Selain itu 
Berkonsultasi berupa notulensi hasil Sekretariat Jenderat DPR melalui kegiatan 
dengan mentor evatuasi. Dengan adanya 'ang profesional, andal evaluasi akan 
dan rekan kerja evaluasi tersebut maka dan akuntabel. menguatkan nilai 
atas hasil dapat mengetahul seberapa integritas ASN yaitu 
evaluasi. efektif dan efisien solusi atas kemampuan ASN 
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masalah-masalah di unit untuk dapat 
kerja. (Whole of menyelesaikan 
government, Akuntabilitas, iambatan-hambata 
Komitmen Mutu.) n dalam pengerjaan 

ktualisasj tersebut. 
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B. 	Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

4.2 Matrik Jadwal Rencana Kegian Aktualisasi 

No Kegiatan/ 
Tahapan Kegiatan 

MEl JUNI 

I l 	UI IV I II Ill IV 

 (egiatan Ke-1 Mengusulkan dan - T 
menentukan isu yang akan 
diangkat melalui diskusi. - -- - - - 

i)Mengikuti diskusi bersama dengan 
rekan kerja CPNS untuk 
mengumpulkari isu-isu. - 

) Mengusulkan isu yang diangkat 

) Melakukan konsultasi dan 
koordinasi dengan Kasubag 
mengenai isu yang akan diangkat. - - - 

J) Melakukan konsultasi dengan 
rekan kerja senior tentang isu yang 
akan diangkat. 

 (egiatan Ke-2 
enyusunan format pen ulisan 

naskah Warta Parjemen 

'3) Melakukan evaluasi format naskah 
Warta Parlementaria sebelumnya. - - 

) Membuat draf format penulisan 
naskah. - - 

;) Melakukan koordinasi dan 
konsultasi dengan rekan kerja 
senior serta mentor. 

I) Melakukan perbaikan draf format 
naskah berdasarkan saran dan 
masukan. 

) Melakukan finalisasi format naskah 

le  
Warta Parlementaria Jr 

 Kegiatan Ke-3 
enyusunan Prosedur / Alur 
engerjaan naskah Warta 

'arlementarja 

) Membuat rancangan prosedur I 
alur pengerjaan naskah Warta 
Parlementat-ja. 

) Melakukan koordinasi dan 
konsultasi dengan tim redaksi 
(penanggung jawab Warta 
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Pariementaria), tim produks untuk 
mendapat masukan dan saran. 

) Me!akukan finalisasi alur 
pengerjaan naskah Warta 
Parlementarja berdasarkan saran 
dan masukan. 

 <egiatan Ke-4 
Rekomendasi untuk menambahkan 

;atuan kerja sebagai penanggung 

awab Warta Parlementarja. 

) Melakukan koordinasj dan 
)ermohonan perizinan kepada 
Kasubag. 

) Penunjukan satuan kerja yang 
-ikan membantu mengerjakan Warta 

arlementarja. 

) Memberikari arahan dan 
enjelasan mengenai alur pengerjaan 

Narta Parlernentarja. 

 <egiatan Ke-5 
Evaluasi aktualisasi implementasi 

rosedur pengerjaan Warta 
'arlementaria. 

i. Melakukan evaluasi kepada 
penanggung jawab Warta 
Parlementaria atas perubahan 
yang terjadi. 

Membuat masukan dan solusi atas 
hasil evaluasi. 

Berkonsultasi dengan mentor dan 
rekan kerja atas hasil evaluasi. 
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BABV 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. 	Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

Jadwal rencana kegiatan pelaksanaan aktualisasi yang telah disusun penuiis 

pada rancangan aktualisasi memiliki beberapa pergeseran dengan jadwal yang 

telah direncanakan pada tahap aktualisasinya. Secara keseluruhan jadwal rencana 

kegiatan yang telah dibuat terlaksana lebih awal. Hal ml disebabkan karena 

terdapat beberapa kegiatan yang bisa dilakukan secara bersamaan sehingga dapat 

selesai lebih cepat daripada waktu yang telah direncanakan. Berikut mi akan 

deIaskan secara rinci mengenai pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan 

yang telah ditentukan. 

Pada kegiatan ke-1 yaitu mengusulkan dan menentukan isu yang akan 

diangkat melalui diskusi, pada kegiatan ke-1 penulis merencanakan untuk 

dilaksanakan pada minggu ke-1 bulan Mel dan telah berjalan sesual rencana. 

Selanjutnya, pada kegiatan ke-2 yaitu Penyusunan format penulisan naskah 

Warta Parlemen, yang direncanakan pada minggu ke-2 dan minggu ke-3 bulan Mel 

berjalan sesuai dengan rencana dan telah diselesaikan pada tanggal 11 Mel 2021. 

Adapun pada kegiatan ke-2, tahapan yang telah susun bejalan sesual rencana, 

yang dimuiel dari penyusunan draf format penulisan, koordinasi dengan rekan kerja, 

revisi format penulisan sesuai dengari masukan dan saran, serta melakukan 

finalisasi format pen ulisan. 

Setanjutnya, kegiatan ke-3 yaitu Penyusunan Prosedur atau Alur 

Pengerjaan naskah Warta Parlementaria yang direncanakan akan dilaksanakan 

pada minggu ke-3 dan minggu ke-4 Mel berjalan lebih cepat dari rencana yang 

ditentukan dan telah diselesaikan pada tanggal 18 Mel 2021. Kegiatan ke-3 lebih 

cepat daripada jadwal yang ditentukan karena kegiatan tersebut dilakukan 

bersamaan dengan kegiatan ke-2. Adapun kegiatan ke-2 dan kegiatan ke-3 dapat 

dilakukan secara bersamaan karena koordinasi dengan rekan kerja memiliki 

stakeholder yang same dengan kegiatan ke-2, sehingga untuk mempersingkat 

waktu dapat dilakukan secara bersamaan. 

Sementara itu, pada kegiatan ke-4 yaltu Rekomendasi untuk 

menambahkan satuan kerja sebagai penanggung jawab Warta Parlementaria, 
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yang dfrencanakan akan dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan Mei dan minggu 

ke-1 bulan Juni telah dilaksanakan Iebih cepat dari jadwal yang telah direncanakan. 

Kegiatan ke-4 telah selesal dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2021. Petaksanaan 

kegiatan ke-4 yang selesai Iebih cepat daripada rencana yang disusun disebabkan 

karena koordinasi dengan Kasubag Program dan Produksi Televisi den Koordinator 

liputan yang sangat lancar serta mendapatkan persetujuan penunjukkan 

penambahan satuan kerja yang sangat didukung oleh Kasubag Program dan 

Produksi Televisi. Akan tetapi meskipun pada kegiatan ke-4 berjalan Iebih cepat 

dari waktu yang direncanakan, penulis mengalami kendala pada saat tahap 

kegiatan sosialisasi prosedur pengerjaan naskah warta parlementaria. Adapun 

kendala yang penulis hadapi adalah waktu sosialisasi dengan editor naskah yang 

mundtr selama 3 han. Hal itu disebabkan karena terdapat I editor naskah yang 

tidak bisa hadir pada tanggal awal yang ditentukan karena sedang dinas luar 

sehingga harus mengatur utang jadwal sosialisasi prosedur editor naskah sehingga 

telah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2021. 

Selanjutnya, pada kegiatan ke-5 yaitu Evaluasi aktuatisasi imptementasi 

prosedur pengerjaat, Warta Parlementarja direncanakan selesal pada minggu 

ke-4 bulan Juni telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Namun penulis 

mengalami kendala pads kegiatan ke-5 yaitu waktu yang sangat terbatas karena 

adanya pelatihan PKTBT selama 3 hari sehingga tahapan kegiatan berupa evaluasi 

dan diskusi mengenai saran dan masukan aktualisasi harus diatur ulang den 

selesai pada tanggal 18 Juni 2021. 

Secara keseluruhan rencana kegiatan yang telah dituliskan mengalami 

kemajuan pada waktu penyelesaiannya. Akan tetapi, penulis mengatami beberapa 

kendala seperti waktu yang terpotong karena libur lebaran, editor naskah yang 

sedang Dinas Luar sehingga waktu sosialisasi harus diundur, serta adanya 

pelatihan PKTBT sehingga kegiatan evaluasi harus dikenjakan Iebih cepat dan 

tanggal yang telah ditentukan. 
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B. 	Penjelasan Tahapan Kegiatan 

Dalam rangka mewujudkan gagasan pemecahan isu sebagai solusi atas isu 

OpUmalisasi Penerapan Prosedur Pengerjaan Naskah Warta Parlementaria, maka 

akan dijelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan beserta tahapannya sebagai 

berikut. 

B.1 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Ke-1, Mengusulkan dan Menentukan Isu 

yang akan diangkat melalui Diskusi. 

Pada kegiatan Ke-1, penulis melakukan koordinasi dengari rekari-rekan 

CPNS untuk memetakan isu yang akan diangkat. Selanjutnya, melakukan 

koordinasi dengan Kepala Subbagian Program dan Produksi Televisi dan Mentor 

mengenai identifikasi isu yang akan diangkat pada pelaksanaan aktualisasi. 

Identifikasj isu bersama dengan Kasubag, Mentor dan Rekan kerja CPNS 

merupakan cerminan dari nilai Komitmen Mutu untuk menyelesaikan isu-isu yang 

ada di Unit Kerja dan mencari solusi permasalahannya melalui kegiatan aktualisasi. 

Koordinasi mi merupakan hal penting karena melalui proses diskusi dan 

konsultasi terkait identifikasi isu bersama dengan Kasubag, rekan-rekan CPNS dan 

jugs rekan kerja Senior menunjukkan adanys musyawarah mufakat dengan 

menentukan isu yang akan diangkat berdasarkan permasalahan di unit kerja serta 

sebagai salah satu cerminan nilai Nasionalisme dan Komitmen mutu. Dalam proses 

koordinasi yaitu memberikan masukan atas solusi permasalahan, menghargai 

pendapat sesama rekan kerja dan menyampaikan pendapat dengan bahasa yang 

sopan. Hal tersebut merupakan cerminan dari nilai Etika Publik, Nasionalisme dan 

Akuntabilitas. 

Seperti yang telah dijelaskan bahwa terdapat pergeseran waktu pengerjaan 

yang lebih cepat karena terdapat beberapa kegiatan yang dikerjakan secara 

bersamaan. Adapun pada kegiatan ke-1 mi, penulis juga telah menyelesaikan 

kegiatan pembuatan format naskah warta parlementaria. Yang mana kegiatan 

pembuatan format penulisan naskah mi pads awalnya merupakan kegiatan ke-2. 

Kegiatan pembuatan format naskah warta parlementaria mi dimulai dari pembuatan 

rancangan format, melakukan koordinasi dengan rekan kerja untuk mendapat 

masukan serta diskusi mengenam format naskah warta parlementaria, dan tahap 

akhir yaitu finalisasi format naskah warts parlementaria. Mata pelatihan yang 
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diaktualisasikan dalam kegiatan mi adalah akuntabilitas, nasionalisme dan 

komitmen mutu. Nila, akuntabilitas terkait dengan adanya format penulisan yang 

akan menjadi pedoman penanggung jawab dalam mengerjakan naskah warta 

parlementaria, sehingga pembuatan naskah menjadi lebib rapi, seragam dan 

meminimalisir terjadinya kesalahan penulisan. Nilai nasionalisme muncul ketika 

diskusi dengan rekan kerja untuk mendapat masukan dan saran dari rancangan 

format yang dibuat. NUaI komitmen mutu adalah cerminan adanya inovasi baru 

berupa format yang ditetapkan dan sotusi penyelesaian masaah untuk mengurangi 

adanya kesalahan penutisan naskah. 

Sementara itu penguatan nilai organisasi yang tercermin dari kegiatan ke-1 

adalah Profesional dar Akuntabel yang ditujukan dengan sikap ASN yang 

memberikan inovasi berupa pembuatan format sebagal gagasan pemecahan isu. 

Sehingga dalam pembuatan naskah selanjutnya, harus berdasarkan format yang 

telah ditentukan. 

Berikut mi merupakan evidence dari pelaksanaan kegiatan ke-1 yaltu 

melakukan identifikasi isu dengan Kasubag dan Mentor serta pembuatan format 

penulisan naskah warts parlementaria. 

Gambar 5.1 Koordinasi dengan Kasubag Program dan Produksi Televisi 

1I] 



Gambr 5.2 Koordin3si KegiaLan Ke-1 dengan l4entcr 

Gambar 53 Koordinasi dengan Per afiggung jawab na;kah WP 

31 



B.2 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Ke-2, Penyusunan Prosedur I Alur 

Pengerjaan naskah Warta Parlementaria dan Penunjukkan Satuan Kerja. 

Pada kegiatan ke-2 penulis metakukan koordinasi dan diskusi dengan rekan 

kerja atau penanggung jawab WP untuk membuat prosedur atau slur pengerjaan 

naskah warts parlementaria. Koordiriasi ini merupakan hal penting untuk 

mendapatkan masukan dan feedback dari rekan kerja mengenai kekurangan yang 

pertu diperbaiki selama pengerjaan naskah Warta Parlementaria. Terdapat 

beberapa tahap yang penutis tambahkan yaitu mengisi form revisi apabila terdapat 

perubahan judul atau narasumber set-ta melakukan quality checking (QC) sebelum 

tayangan di export atau naik tayang oleh penanggung jawab WP. 2 hal mi menjadi 

kunci utama dalam alur pengerjaan naskah yang bertujuan untuk meminimalisir 

terjadinya kesalahan penulisan atau perbedaan judul sebelum dan sesudah proses 

editing. Sehingga tayangan warta parlementaria minim kesalahan. 

Sementara itu, pada kegiatan ke-2 penulis juga melakukan penunjukkan 

satuan kerja. Tahapan penunjukkari satuan kerja dimulai dengan permohonan izin 

kepada Kasubag, koordinasj dengan Koordinator liputan untuk perientuan 

penunjukkan satuan kerja yang akan membantu pengerjaan naskah Warta 

Pariementarja dan tahap terakhir adalah pembuatan surat perintah tugas kepada 

orang-orang yang akan bertanggung jawab atas pengerjaan Warta Parlementaria 

yang dimulai dari penanggung jawab naskah, editor video, dan admin upload. 

Mata pelatihan yang diaktualisasikan dalam kegiatan mi adalah akuntabilitas, 

nasionalisme, Whole of Government dan Kornitmen Mutu. Nilal akuntabilitas 

tercermin dari kegiatan penanggung jawab WP yang mengerjakan naskah sesual 

dengan prosedur atau petunjuk kerja yang benlaku agar naskah dapat selesai tepat 

pada waktunya dan meminimalisir keterlambatan dan sebagal bentuk tanggung 

jawab dari tugas dan pekerjaannya. Nilai nasionalisme terlihat dari adanya 

koordinasi dan diskusi dengan sesama rekan kerja untuk mendapatkan masukan 

dan saran secara musyawarah mengenai pembuatan prosedur dan penunjukkan 

penanggung jawab naskah, penanggung jawab editor dan admin upload untuk 

proyek aktualisasi yang dijalankan di unit kerja. Nilai Whole of Government 

tercermin dari adanya kerja sama dengan lintas divisi yaitu divisi program, divisi 

editor video dan admin upload dalam rangka mewujudkan proyek aktualisasi ini. 
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Sernentara itu penguatan nhlal organisai yig tercermin den kegiatan ke-2 

mi adalah Akuntabel yang ditunjukkan dengar ad.nya prosedur sehingga satuan 

kerja harus bekerja sesuai dengan standar yang telah dhtetapkan. Nilal Integritas 

dan Profesional yang ditunjukkan dengan tanun] jawab satun kerja yang telah 

ditunjuk untuk pengerjaan Warta Parlementaria ian peningkatan kedisplinan satuan 

kerja dalam mengerjakan tugasnya sesuai dengan prosedur SEWARTA. 

Berikut mi merupakan evidence dari pelaksanaan kegiatan ke-2 Penyusunan 

Prosedur I Alur Pengerjaan naskah Warta Parlemeitaria dan Penurjukkan Satuan 

Kerja. 

Gambar 5.4 Koordinasi dengan Penanggung jawab naskah WP 

Gambar 5.5 Koordinasi dengan Koordinator Liputan dan Periunjucan Satuan Kerja 
wP 
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Gambar 5.6 Finalisasi Prosedur Pengerjaan Naskah Warta Parlementaria 
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Gambar 5.8 Mentoririg dan Koordiriasi Kegiatan Ke-. dengan Mentor 

B.3 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Ke-3, Melakukan Sosialisasi dengan 

Stakeholder terkait. 

Pada kegiatan Ke-3 yaitu melakukan sosialisasi dençan editor naskah, editor 

video dan admin upload untuk mengiriformasikan mengerai prosedur pengerjaan 

naskah Warta Parlementaria. Kegiatan ini perlu dilakukan agar seluruh stakeholder 

yang bertanggungjawab atas proyek aktualisasi mi dapat memahami seluruh 

rangkaian tahap atau prosedur naskah warta parlementaria. Adapun tahap kegiatan 

pada kegiatan sosialisasi diawali dengan koordinasi dengan editor video yang lebih 

menekankan tahap pengecekan tayangan sebelum layak naik tayang yang meliputi 

judul, narasumber, dapil dan AKD. Tahap selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi 

dengan admin upload yang membahas tentang proses pelaporan apabila terdapat 

kesalahan ketika sudah naik tayang. Tahap terakhir yaitu sosialisasi dengan editor 

naskah yang bertanggung jawab untuk mengisi form perubahan apabila terdapat 

naskah atau berita yang direvisi. Form perubahan yang harus diisi oleh editor 

naskah perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perbeclaan judul antara 
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naskah dengan hasil tayangan. Dengan adanya form perubahan naskah tersebut 

maka penanggung jawab WP harus mengikuti perubahan-perubahan sesual 

dengan yang ditulis oleh editor naskah di form revisi tersebut. 

Mata pelatihan yang diaktualisasikan dalam kegiatan ml adalah akuntabhlitas, 

komitmen mutu dan Whole of Government, Nilai akuntabilitas dapat terlihat dan 

pertanggungjawaban penanggung jawab WP untuk membuat naskah sesuai 

dengan form revisi yang telah diisi oleh editor naskah. Sebelum adanya form revisi, 

penanggung jawab naskah Wp membuat naskah berdasarkan email yang 

dikirimkan oleh editor naskah dan tidak adanya tahapan QC dan pengisian form 

revisi sehingga seringkali terdapat perbedaan judul antara yang ditayangkan 

dengan yang dituliskan oleh penanggung jawab WP. Namun setelah adanya form 

revisi ml, penanggung jawab WP harus melakukan pengecekan berdasarkan form 

revisi yang diisi oleh editor naskah dan menuliskan naskah berdasarkan revisi 

tersebut. Nilsi selanjutnya yaitu komitmen mutu terlihat dari adanya inovasi dan 

gagasan penyelesaian masalah berupa pembuatan form revisi dan tahap QC. 

Dengan adanya form revisi dan tahap QC dapat meningkatkan kualitas dad naskah 

War-ta Parlementaria dan meningkatkan kualitas tayangan dengan meminimalisir 

terjadinya kesalahan penulisan. Nilal Whole of Government dapat terlihat dan 

adanya kerjasama dan hubunqan berkesinambuncjan antara editor rskh 

penanggung jawab naskah WP, editor video dan admin upload. Kerja sama yang 

dimaksud adalah adanya alur yang jelas dari tahap awal pembuatan naskah, 

proses editing, melakukan 00 hingga tayangan slap naik tayang. 

Sementara itu penguatan nilai organisasi yang tercermin dari kegiatan ke-3 

mi adalah Akuntabel yang ditunjukan dengan adanya prosedur SEWARTA sehingga 

satuan kerja yang bertugas harus bekerja sesual dengan standar yang telah 

ditetapkan. Nilai Profesional ditunjukan dengan sikap Satuan Kerja yang harus 

cepat beradaptasi dengan petunjuk kerja baru dalam pengerjaan naskah Warta 

Pariementaria, 

Berikut ml merupakan evidence dari pelaksanaan kegiatan ke-3 yaitu 

melakukan sosialisasi dengan Stakeholder terkait bersama dengan editor naskah, 

editor video dan admin upload. 
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Gambar 5.9 Mentoring kgiatan Ke-3 deng3n Mentor 

r 	 ---: 

I 
Gambar 5.10 Sosialiasi dengi Admk Up(oad 
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Gambar 5.11 ScaIjsasj derigan Editor Video 
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Gambar 5.12 Sosialisasi dengan Editor Naskah 

/ 

BA Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Ke-4, Jmplementasi dan Evaluasi 

Prosedur Pengerjaan Naskah Warta Parlementaria. 

Pada kegiatan Ke-4 yaitu Implementasi dan Evaluasi Prosedur Pengerjaan 

Naskah Warta Parlementaria memiliki beberapa tahapan kegiatan yang diawali 

dengan proses QC tayangan oleh editor naskah, pengisran form revisi, dan 

penulisan naskah oleh penanggunc jawab WP. Setelah kegiatan implementasi 

pengerjaan naskah berlangsung selama 2 minggu, penulis melakukan evaluasi 

untuk melihat perbedaan antara naskah dan tayangan sebelum adanya form revisi 

dan setelah adanya revisi. Selain itu, penutis juga merninta beberapa testimoni dan 

rekan kerja yaltu penanggung jawab WP, editor naskah, dan editor video mengenai 

pelaksanaan proyek aktualisasi tersebut. 

Mata pelatihan yang diaktualisasikan dari kegiatan mi adalah akuntabilitas 

den komitmen mutu. Nila akuntabilitas dilihat dari tanggung jawab satuan kerja 

untuk mengerjakari naskah sesuai dengan sebaiknya yaitu melakukan QC 

tayangan dan menuliskan perubahan-perubahan yang ada. Hal mi akan 

menciptakan kualitas naskah den tayngan yang minim kesalahan. Sementara itu, 

nilai komitmen mutu dapat dilihat dari usaha-usaha satuan kerja untuk 

40 



memnimaHsir kesalahan naskah dan tayangan dengan pengecekan berulang kali 

melalui form revisi. Sehingg mutu dari naskah 'fang dibuat meningkat. 

Sementara itu penguan niFai organisasi yang tercermin dari kegiatan ke-4 

adalah Profesional yang d tunjukan dengan tanggung jawab atas aktualisasi yang 

dikerjakan dengan selalu memberikan pemecahan masalah lntegritas yaltu 

kemampuan ASN untuk dapat konsisten daam pengerjaan Warta Parlementaria 

sesuai format dan pro3edur SEWARTI serta dapa: menyelesaikan 

hambatan-hambatan dalam oengerjaan aktualisasi tersebut 

Berikut ml merupak3n evidence dari pelaksanaan keçiatan ke-4 yaitu 

Implementasi dan Evaluasi Prosedur Pengerjaan Naskah Warta Parlementaria. 

Gambar 5.13 Proses QC ckn Perigisian Forrr Revisi dengan Editor Naskah 

\\ Nv- 

MAW - A .  

Gambar 5.14 Pros. Pembuatan Naskah Warta Parlementaria 
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FORM REVISI 

HASKAH WARTA PARLEMENTARIA 

PROGRAM DAM PRODUKSI TELEvlsr 

Tanggal Tayang 	
; 

NAMA 	NMIA 
EtIITO 	RPORTE NARASUMR 

AJ REvS Ic1MNGM1 
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 REv1S1 KETEP.ANGMJ 
NARASUMER 2 

VJUOTUL 

TanggaTayang 

[PlAAAA 
EDITOR 

NAMA 
RAPORTER 

JUD(L SETEtAN RA'.131 RA'.li KThRAM2AN 
NAPARR 1 

REV9 METERAJIGAN 
NARASIRIRER 2 

?+ 

*4 

FORM REVISI 

NASKAH WARTA PARIIMENTARIA 

PROc3RAU DAN PRODUKSI TELEVIS! 

TanaITayang 	: 

NkMA 
EDITOR 

NAI#A 
REPORTER 

JUDUI SETRIAM RISI WASIKETERANGAN 
NARASJM8ER t 
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j 	NARAZUNNER 2 
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EDITOR 
MAMA 

RORTER 
JUDJL RETELAJI REVJN J 	REMSI R!TRPAEGPJI 

J 	NP.RARJMBER I 
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w& 	
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HMSR 	 P*..j  

Gambar 5.15 Pengisian Form Revisi 
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+t2 812-S-.33ct$ 

Ni juga salah nama narsum, bu riezki aprilia 

ditulis renny astuti 

Mas Fityan 

SAMPAH SECARA MAKSIMAL DAN HARUS D BANTU OEL 

KEMENTERIAN TERKAIT // NAMUN RIEZKY JUG 

MENEKANKAN KEPADA MASYARAKAT AGAR IKU 

BERKONTRIBUSI DALAM MENYEtESAIKA 

PERMASALAHAN SAMPAH // 

t 4bak Nke eJks 

WWI 

WARTA PARLEMEN - OPTIMALKAN PERPUSTAKAAN 

DIGITAL 

ycutu be 

iittp_q~.//youtL, .be/vb4 BNIWLsyAs 

Ada kesalahan nama di narsum pertama 

SB: RIEZKYAPRILIA 

ANGGOTA KOMIS1 IV OPR RI / F-PDIP / SUMSEL I 

IC: 00:00-00:20 (00327) 

Dukung terus supaya karena TPA nya ml juga sudah tida 

bisa menarnpung secara maksimal lagi nah oleh karena it 

katanya ada pengembangan, pengembangannya dirnan 

nah kita hat, jangan sampe bicara dikembangkan tapi tide 

dilaksanakan kan begitu tapi kita butuh kontribu 

masyarakat juga untuk bekerja secara stimultan denga 

Nih naskah aslinya bang 

Gambar 5.16 Pelaporan kesalahan penulisan melalui Whatsapp Grup sebelum 
terdapat Form Revisi 



tm,;Zl 

RAPAT REDAKSI 29 APRIL TAVANG 03 MEl 2021 

PROKES CALON JAMAAH HAil DIPERKETAT(BONDAN) TVR PARIEMFN (U 1RA 

BANSOS PIA Dl RJA KALIBATA (HO) TVR PARLE MEN 

KEIANCARAN INTERNET PON XX DI PAPUA (ANGGUN) : TVP PARLEMEN 

A Vr,aAsr,,l,r.,,-.,. ..... 
rrswl VV/L fAUI( IAUSAStJARINAN5G(JIB): TVR PARI.EMEN (F AJAR) 

MEME3ANGUN GENERASI WIRAUSAHAWAN (RANGGA) TVR PARLEMEN 	 I 
SICK BERAS IMPORT DUUAL (RIZKJ) 1VR PARLEMEN 

PENYUSUNAN RUU PENGADILAN TINGGI (FITYAN) TVR PARLEMEN NU[) 

PEMBENAHAN SARPRAS INDUSTRI PERIKANAN (BONDAN) : TVR PARLI-MEN 

9, KOMISI IX KE KALTARA 2 (TEGUH) TVR PARIEMEN 
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RAPAT REDAKSI 29 APRIL TA YANG 03 MEl 2021 

PROKES CALON JAMAAH HAJI DIPERKETAT (BONDAN) TVR PARt FM N (Ct I RA.t 

BANSOS PIA DI RJA KALIBATA (HD) TVR PAR EMFt 

KELANCARAN INTERNET PON XX DI PAPUA (ANGGUN): P'R PARLEMEN 

KOMISI I KRITISI WACANA DIQITALISASI JARINGAN SG (AJIB) TVR PARLEMEN (AJAR) 

MEMBANGUN GENERASI WIRAUSAHAWAN (RANGGA) TVR PAR LfM[ 

STOK BERAS IMPORT DIJUAL (RIZKI) VP PARLf MLN 

PENVUSUNAN RUU PENGADILAN TINGGI (FITYAN) TVP PARLE MEN (NUKE) 

PEMBENAHAN SARPRAS INDUSTRI PERIKANAN (BONDAN): 1VR PARt MEN 

KOMISI IX KE KALTARA 2 (TEGUI-4) : TVR PARt EME N 

Gambar 5.17 Tayangan Warta Parlementaria sebelum terdapat form perubahan. 

Terdapat perbedaan judul antara tayarigan dan naskah. 
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KASUS COVID49 DI BERBAGAI DAERAF DI INDONESIA PASCA LIBUR IDUL FITRI// NE1Ti MENILAI/ 

LONJAKAN KASUS COVID•19 DISEBABKAN KARENA/ LEMAHNYA IMPLEMCNTASI REGULASI 

PEMERINTAII DALAM MEMBATASI RUANG GERAK MASYARAKAT// DALAM HAL INI NETTY 

MENGATAKAN/ PEMERINTAH PERLU MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP REGUI.ASI YANG DIBUAT 

SERTA MELAKUKAN LAr4GKAII LANGKAH KOORDINATIF ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAM 

PEMERINTAH DAERAI-4// 

SB: NETTY PRASETIYANI 

ANGGOTA KOMISI IX OPR RI / F-PKS/ JABAR VIII 

SB: RAH MAD HANDOYO 

ANGGOTA KOMISI IX DPR RI / F-PDf P1 JATENG V 
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FORM REVISI 

NASKAN WARTA PARLEMENTARJA 

PROGRAM DAN PRODUKSI TELEVJSI 

TangqatTayang 	: 

NAMA 
ED!TOR 

N.EMA 
REPORTER 

JiOut SETELAH REV1I 	 REVISI KEIERANGAN 
NARASUMOER I 

I 	REVSI KETERARGAN 
NARASUMBER 2 

R 	4 III 

41.1 

r 	)ctt 

I 

Tanggal Tayang 

I 	NAMA 	NAMA 	 JUUL StEEL_MI REStI 
EDITOR 	REPORTER j 

REVISIKEEEAANGJ1N 	- 
NARASIJUBER I 

REVISI KETERANGAN 
NAJEASUMRER 2 

fr' 	k /-/j tlk,9,T r 
Cs.1 ts 

ruG 	dA 	TEE$, -"r 

Gambar 5.18 Tayarigan Warta Parlementarja setelah terdapat form perubahan. 

Terdapat perbedaan judul antara tayangan dan naskah. 

C. Stakeholder 

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses aktualisasi antara lain yaitu: 

Kepala Sub Bagian Program dan Produksi Televisi, sebagal atasan yang 

bertujuan untuk meminta izin dan persetujuan atas pelaksanaan aktualisasi di 

unit kerja. 

Mentor, yang bertujuan untuk memberikan bimbingan, saran, dan masukan 

atas rencana aktualisasi. 

Penanggung jawab naskah Warta Parlementaria, sebagai satuan kerja 

yang ditunjuk atas pengerjaan naskah. Seluruh penanggung jawab harus dapat 

memahami rangkaian prosedur pengerjaan naskah dan mengikuti format 

penulisan yang telah ditetapkan. 

V III 
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Divisi Program, Editor Video dan Admin Upload, sebagai stakehoider yang 

bertanggung jawab atas berjaiannya program warta parlementaria dari naskah 

dikirimkan kepada divisi program yang kemudian dibacakan oieh presenter dan 

ditayangkan ke youtube oleh admin upload. 

Editor naskah, yang bertanggung jawab atas penyuntingan naskah berita 

ju in ails. 

D. 	Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala 

Rencana aktualisasi yang akan membahas tentang isu belum optimalnya 

implementasi prosedur pengerjaan naskah Warta Parlementaria tentunya akan 

menghadapi beberapa kendala pada proses pengerjaannya. Adapun 

kendala-kendala yang terjadi adalah pertama, waktu off campus dan 

pelaksanaan aktualisasi yang terpotong libur lebaran. Namun untuk mengatasi 

kendala waktu adalah dengan membuat time//ne pengerjaan dan berusaha 

menyelesaikan iebih cepat. Kedua, perlu adanya koordinasi dan konsultasi 

dengan satuan kerja iainnya dalam membuat format penulisan dan alur 

pengerjaan naskah, akan tetapi mengingat masa pandemi dan adanya 

penugasan dinas luar rnembuat konsuitasi dengan rekan kerja menjadi sulit. 

Selain itu pada kondisi saat ml, penanggung jawab naskah Warta 

Parlementania hanya berjumlah 2 orang termasuk penulis sehingga sulit untuk 

mendapatkan masukan dari beberapa rekan kerja. Untuk mengatasi hal tersebut 

penulis berusaha berkonsultasi melaiui telepon atau whatsapp agar tetap 

mendapatkan masukan dari rekan kerja yang bersangkutan dan meminta 

pendapat kepada rekan-rekan jurnalis iainnya serta divisi program. Ketiga, jadwal 

aktualisasi yang berubah secara mendadak dan dilaksanakan iebih cepat dan 

jadwal yang ditentukan karena adanya Pelatihan Penguatan Kompetensi Teknis 

Bidang Tugas selama 3 hari oleh Pusdikiat yang diiaksanakan seminggu 

sebelum minggu terakhir aktualisasi. Adapun cara menghadapi kendala tersebut 

adalah menyelesaikan laporan dan kegiatan aktualisasi secepat mungkin. 

Keempat, pelaksanaan sosiaiisasj proyek aktuaiisasi yang mundur dari jadwal 

yang ditentukan karena adanya dinas luar dari rekan kerja sehingga harus 

menyesuaikan kepulangan rekan kerja yang bersangkutan. 
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E. 	Analisis Dampak 

Pelaksanaan aktualisasi mengenaj isu belum optimalnya implementasi 

prosedur pengerjaan naskah Warta Parlementaria telah memberikan beberapa 

dampak. Adapun dampak yang ditimbulkan dari petaksanaan aktuaiisasi tersebut 

antara lain yaitu, pertama, menyeragamkan format penulisan naskah Warta 

Parlemen sehingga hasil naskah setiap penanggung jawab seragam. Keseragaman 

ml berkaitan dengan tampilan penulisan ketika Warta Parlementaria ditayangkan. 

Selain itu keseragaman format mi telah meminimalisir terjadinya kesalahan 

penulisan nama narasumber, daerah pemilihan, AKD dan nama partai politik 

sehingga visual tayangan menjadi lebih rapi dan juga rnengurangi resiko tayangan 

di take down akibat kesalahan penulisan. 

Kedua, derigan adanya prosedur pengerjaan naskah secara tertulis dan jelas 

menciptakan kedisiplinan para penanggung jawab dalam mengerjakan naskah 

sehingga tidak terjadi keterlarnbatani pengiriman riaskah dari tim redaksi kepada tim 

program. Keterlambatan pengiriman naskah perlu dicegah karena bisa 

menghambat jadwal syuting program siaran Iainnya. Sehingga dengan adanya 

prosedur SEWARTA, naskah Warta Parlementanja bisa dikerjakan dengan tepat 

waktu dan menghindari keterlambatan yang bisa menghambat jadwal syuting 

program. Prosedur SEWARTA juga telah memberikan kemudahan dan pemahaman 

kepada satuan kerja mengenal alur pengerjaan Wane Parlementania sejak awal 

dibuatnya naskah hingga pasca produksi. Derigan adanya prosedur SEWARTA 

tersebut maka diharapkan seluruh satuan kerja nantinya bisa mengerjakan naskah 

Warta Parlementaria. 

Ketiga, dengan adanya form revisi sebagai rekapitulasi perubahan atas judul, 

daerah pemilihan, partai politik dan nama narasumber akan meningkatkan kualitas 

naskah Wanta Parlementaria yang juga akan mempengaruhi kualitas tayangan 

War-ta Parlementania sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan penulisan. 
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BAB VI 

PEN UTUP 

A. 	Kesimpulan 

Pada proyek aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Implementasi Prosedur 

Pengerjaan Naskah Warta Parlementaria (SEWARTA) bertujuan untuk memberikan 

keseragaman penulisan tayangan Warta Parlementaria serta mengoptimalkan 

pengerjaan naskah War-ta Parlementaria berdasarkan prosedur dan alur yang telah 

penulis buat. Adapun prosedur yang dibuat bertujuan untuk memastikan pengerjaan 

naskah sesuai dengan tahap-tahap yang dilakukan penanggung jawab naskah 

War-ta Parlementaria. Melalui prosedur tersebut maka akan meminimalisir terjadinya 

kesalahan-kesalahan penulisan yang sebelumnya sering terjadi pada hasil akhir 

tayangan Warta Parlementaria 

Sebelum dilakukannya proyek aktualisasi ml, terdapat beberapa kendala 

atau isu pada pengerjaan naskah Wade Parlementaria. Pertama, pengiriman 

naskah Warta Parlementaria dari redaksi kepada tim program beberapa kali 

mengalami keterlambatan karena tidak adanya ketentuan deadline pengumpulan 

naskah secara jelas. Kedua, adanya ketidakseragaman penulisan balk nama 

narasumber, AKD, daerah pemilihan atau partai politik di beberapa segmen. Ketiga, 

adanya perbedaan judul antara naskah berita dengan hasil tayangan. 

Berdasarkan masalah-masalah yang terjadi pada pengerjaan naskah Warta 

Parlementaria maka penulis memberikan gagasan penyelesaian berupa 

dibuatkannya format penulisan naskah yang bertujuan untuk menyeragamkan 

penulisan dan membuat template penulisan agar naskah Warta Parlementaria 

menjadi rapi dan meminimalisi,- terjadinya kesalahan. Sementara itu, penulis juga 

memberikan gagasan penyelesaian berupa membuat prosedur pengerjaan naskah 

Warta Parlementarja yang bertujuan agar setiap penanggung jawab naskah bisa 

mengerjakan naskah dengan tepat waktu dan menghindari keterlambatan 

pengiriman naskah. Selain itu, prosedur pengerjaan naskah juga bertujuan agar 

setiap penanggung jawab bisa melakukan pengecekan akhir atas tayarigan Warta 

Parlementaria sebelum naik tayang. Pengecekan naskah tersebut diharapkan bisa 

mengurangi perbedaan judul antara naskah dengan hasil tayangan. 
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Setelah dilakukannya proyek aktualisasi ml, terdapat beberapa manfaat yang 

dapat dirasakan antara lain adalah penulisan naskah Warta Parlementaria yang rapi 

dan tidak ditemukan lagi perbedaan template penulisan narasumber, AKD, daerah 

pemilihan dan partai politik. Dengan adanya format penulisan naskah warta 

parlementaria tersebut menunjukan keseragaman penulisan pada seluruh 

tayangan. Sementara itu, dengan adanya prosedur pengerjaan naskah warta 

parlementaria juga memberikan manfaat yaitu minimnya kesalahan perbedaan judul 

antara tayangan dengan naskah berita karena adanya tahap pengisian form revisi 

naskah dan pengecekan akhir tayangan yang harus dilakukan editor naskah atau 

penanggung jawab WP. Selain itu dengan adanya form revisi naskah, pelaporan 

atas kesalahan penusan menjadi Iebih teratur karena adanya form revisi. 

Pada pelaksanaan proyek aktualisasi mi terdapat beberapa mata pelatihan 

yang diaktualisasikan sesual dengan nhlai-nilai ANEKA yaitu Akuntabilitas, 

Nasional lame, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. Secara keseluruhan, 

proyek aktualisasi mi telah mencerminkan nilai-niIai ANEKA. Nilai Akuntabilitas 

dapat terlihat dari tanggung jawab penanggung jawab naskah Warta Parlementaria 

untuk membuat naskah sesual dengan prosedur dan format yang telah ditentukan. 

Dengan adanya format dan prosedur tersebut juga akan meningkatkan kuafitas 

naskah Warta Parlementania sebagai wujud pertanggungjawaban satuan kerja 

dalam mengerjakan tugasnya. 

Nilal 	Nasionalisme dapat terlihat dari adanya koordinasi yang 

berkesinambungan dengan rekan kerja, Kasubag, Mentor dan Coach sebagai 

wujud penerapan Pancasila terutama sila Ke-4 yaltu musyawarah mufakat dafam 

menentukan keputusan dan saling menghargai pendapat orang lain. Salah satu 

tahap kegiatan yaitu menentukan satuan kerja sebagai penanggung jawab naskah 

Warta Parlementaria merupakan salah satu contoh bentuk musyawarah mufakat. 

Nilal Etika Publik dapat dilihat dari adanya koordinasi untuk meminta izin kepada 

Kasubag terkait rangkaian kegiatan dengan menggunakan bahasa yang sopan 

santun. Seperti halnya ketika mengajak rekan-rekan kerja untuk hadir sosialisasi 

prosedur naskah warta parlementaria dengan bahasa yang formal dan sopan 

santun. Selain itu nilai etika publik juga diwujudkan dengan meminta izin dan 

persetujuan kepada Kasubag terkait penunjukan satuan kerja yang akan 

bertanggung jawab atas proyek aktualisasi ini. Nilai Komitmen Mutu dapat tenlihat 
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dari pembuatan format penulisan naskah, pembuatan prosedur pengerjaan naskah 

dan pembuatan form revisi Warta Parlementaria sebagai bentuk implementasi 

gagasan penyelesaian rnasalah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas tayangan Warta Parlementania dan pembuatan naskah yang lebih teratur 

dan seragam. Sementara itu, pada proyek aktualisasi mi juga mencerminkan nilai 

Whole of Government yang dapat terlihat dari adanya kerjasama dan hubungan 

berkesinambungan antara editor naskah, penanggung jawab naskah WP, editor 

video dan admin upload. Kerja sama yang dimaksud adalah adanya alur yang jelas 

dari tahap awal pembuatan naskah, proses editing, melakukan QC hingga tayangan 

siap naik tayang. 

Pada pengerjaan proyek aktualisasi ml, secara keseluruhan telah sesuai 

dengan jadwal yang telah direncanakan dan terdapat pergeseran waktu yang maju. 

Meskipun dalam pengerjaannya penulis memiliki kendala namun tetap bisa 

menyelesaikan dengan baik sesual dengan waktu yang ditentukan. Sehingga 

diharapkan dengan adanya aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Implementasi 

Prosedur Pengerjaan Naskah Warta Parlementaria dapat memberikan manfaat 

sebesar-besarnya kepada unit kerja Sub bagian Program dan Produksi Televisi dan 

bisa memberikan kemajuan kepada Sekretaniat Jenderal DPR RI. 

B. 	Saran 

Selama penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS angkatan V yang 

diselenggarakan oleh Pusdikiat Sekretariat Jenderal DPR RI sangat baik. Mulai dan 

persiapan latsar, materi ajar, pelaksanaan kegiatan dan pengampu materi sangat 

membantu peserta dalam pelaksanaan latsar baik dalam menjawab pertanyaan 

peserta dan menjelaskan materi. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah 

informasi yang sering berubah dari panitia penyelenggara dan komunikasi yang 

terbatas karena hanya melalui whatsapp grup mengingat kondisi pandemi saat ml, 

sehingga yang perlu diperhatikan adalah care penyampaian informasi secara jelas 

dan detail agar bisa tersampaikan dengan balk. 

Selanjutnya adalah mengenai hal bimbingan kepada peserta dalam hal-hal 

administratif sepenti lembar penilalan, format laporan, den penugasan. Karena 

pelatihan mi dibagi kedalam beberapa kelompok dan diajar oleh pengampu mateni 
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yang berbeda, maka terkadang tugas-tugas yang diberikan tidak tersampaikan 

dengan baik oleh pengampu materi sehingga muncul perbedaan informasi 

merigenal penugasan antara satu kelompok dengan yang Iannya. Selanjutnya 

mengensi pengadaan pelatihan pads masa off campus, dimana satu minggu 

sebelum pelaksanaan presentasi laporan akhir Pusdiklat mengadakan pelatihan 

yang cukup mendadak. Hal mi menyebabkan peserta harus melakukan reschedule 

atas kegiatan aktualisasi yang sedang berjalan, dimana minggu-minggu akhir 

termasuk krusial mengingat proyek aktualisasi tersebut sedang diaktualisasikan 

atau sedang dalam masa evaluasi. Hal tersebut cukup menyita waktu untuk 

pelaksanaan aktualisasi sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi rencana 

kegiatan aktualisasi yang telah diatur sebelumnya. Namun secara keseluruhan 

pelaksanaan pelatihan dasar CPNS yang diselenggarakan oleh Pusdikiat 

Sekretarjat Jenderal DPR RI dengan metode pembelajaran e-Iearning periu 

diapresiasi dengan balk mengingaf metode mi baru pertarna kali dilakukan dan 

dapat berjalan sesual dengan rencana dan bisa menghadapi kendala-kendala yang 

ada. 

Adapun Saran untuk unit kerja Sub Bagian Program dan Produksi Televisi 

supaya kegiatan proyek aktualisasi mi bisa terus berjalan dan dapat memberikan 

manfaat bagi unit kerja yaltu meningkatkan kualitas tayangan dan naskah TVR 

Parlemen. Penulis berharap agar seluruh stakeholder yang telah ditunjuk melalui 

surat perintah tugas bisa menjalankan seluruh tanggung jawabnya sesuai dengan 

petunjuk kerja yang berlaku sehingga bisa meningkatkan akuntabilitas setiap 

satuan kerja yag bertugas. Secara keseluruhan, penulis berharap agar pelaksanaan 

aktualisasi bisa memberikan kebermanfaatan balk untuk unit kerja dan juga instansi 

Sekretariat Jenderal DPR RI. 
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KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR 

Nama 	 . VR\flT! PRf\13\VAN(1Vft 

NIP 	 tbOOD2O'2OO2 
Unit Kerja 	Sub 	icn Pccrcim dcn c 	 PiodUkn TVtst 
Jabatan 	. . 
Isu 	 cnwi coccu' 	womoi oca ar(irniotl 

Gagasan 	k') 	14buct 	rm nukO1I Oiloh p 	) (Mmuot 1Ui ?cnyuw nun 
) nun)UoO cOtU fbo9ct " manggons 3 ob VOP 

Kegiatan 1 	: •k.QQ&'\q\ 	 .4k( clot' 	QC (c 	&2(c\k 	tokSQnc 

Penyelesaian. Kegiatan Catatan 
Mentor 

Paraf 
Mentor 

• Tahapan Kegiatan; 
• Output kegiatan terhadap 

pemecaha isu; 
• Keterkaitan Substansi Mata 

pelatihan; 
• 	Kontribusi Terhadap Visi- 

Misi Organisasi; 
• 	Penguatan Nilai Organisasi;  

Kegiatan 2 . ....... 

Penyelesaian Kegiatan Catatan 
Mentor 

Paraf 
Mentor 

V Tahapan Kegiatan; 
v' Output kegiatan terhadap 

pemecaha isu; 
V Keterkaitan Substansi Mata 

pelatihan; jWlJi  
• 	Kontribusi Terhadap Visi- 

Misi Organisasi; 
• 	Penguatan Nilai Organisasi;  



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR 

Nama : 	VinitaPratijivanariti 

NIP ..199608102020122002 

Unit Kerja : 	 Program dan Produksi Televisi 

Jabatan Jurna ... 
Isu : QptiMq isasi Implementasi Prosedur Pengerjaan Naskah Warta Parlementaria. 

Gagasan : 	1. Membuat format penulisan naskah WP. 
Membuat alur pengerjaan naskah WP. 
Penunjukkan satuan kerja tambahan sebagai penanggung jawab WP. 

Keg iatan 3 : 	 prosedurpengerjaan naskah Warta Parlementaria 

Penyelesaian Kegiatan Catatan 
Mentor 

Paral 
Mentor 

/ Tahapan Kegiatan; 
V Output kegiatan terhadap 

pemecaha isu; 
V Keterkaitan Substansi Mata 

pelatihan; .. 
V Kontribusi Terhadap Visi- 

Misi Organisasi 
V_Penguatan_Nil a i_O rgan i sas i ;  

Kegiatan 4 : 	 P'1ernentaria dan penulisan lapor 

Penyelesaian Kegiatan Catatan 
Mentor 

Paraf 
Mentor 

V Tahapan Kegiatan; 
Output kegiatan terhadap 
pemecaha isu; 

V Keterkaitan Substansi Mata 
pelatihan; 14V 

V Kontribusi Terhadap Visi- 
Misi Organisasi; 

V__Penguatan_Nilai_Organisasi;  



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH 

Nama yLiPratUJvanant ...................... 
NIP : .................. 
Unit Kerja : 

Jabatan : 	

Jurnalis 

Isu : .QPrnJi.a.s.iJ 	Lerp.ent.sij?rq 	Fgerjaan Naskah Warta Parlementaria. 

Gagasan : .1 	!cy!9 	at.ppMI1s.a.nj 	aslahWP. 
Membuat alur pengerjaan naskah WP. 
Penunjukkan satuan kerja tambahan sebagal penanggung jawab WP. 

Kegiatan 3 : Sosialisasidanimplementasi prosedurpengerjaan naskah Warta Parlementari 

Penyelesaian Kegiatan Catatan 
Coaching 

Waktu dan 
Media 

Coaching 
• Tahapan Kegiatan; 
• Output kegiatan terhadap O7i 	2.f 

pemecaha isu; 
• Keterkaitan Substansi Mata O 

pelatihan; 
• Kontribusi Terhadap Vlsi- 

Misi Organisasi 
V_Penguatan_Nila l_Organ isas i ;  

Keg latan 4 	 Evaluasi implementasi pengerjaan naskah Warta Parlementaria dan penulisan Iaporan 

Penyelesaian Kegiatan Catatan 
Coaching 

Waktu dan 
Media 

Coaching 
V Tahapan Kegiatan; 
V Output kegiatan terhadap 

pemecaha isu; Lcjucifl 
V Keterkaitan Substansi Mata 

pelatihan; 
V Kontribusi Terhadap Vlsi- 

Misi Organisasi; 
V Penguatan Nilai Organisasi;  



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH 

Nama 	 \Jmto ?(3CflL,1Lt 

NIP 	 : 	 ............ 
Unit Kerja 	: 
Jabatan 	: 	..................... 
Isu 	 . 	 . 
Gagasan  

(\WUh 	) 	ojThuO othC 

Kegiatan 1 	: t'<.u.o. 9Y?. 	.9(j  dcin 

c\?v '.f 

gwyl)ODO NoJFi 	111t 

Vft. z) 	1)Ut c\U( 	flflJUa 

thcc 	?fl0n9Un9 ,jawah LiP 

fktliO( UY1W 	{aranacn ak(UohSari 

Penyelesaian Kegiatan Catatan 
Coaching 

Waktu dan 
Media 

Coaching 
V Tahapan Kegiatan; 
V Output kegiatan térhadap Ig/ç f)j 	; 

pemecaha isu; It 

(Jfl 
 

• Keterkaitan Substansi Mata HUN 
pelatihan; aHVct 	ftc,I,Sc 

• Kontribusi Terhadap Visi- 
Misi Organisasi 

• 	Penguatan Nilal Organisasi;  

Kegiatan 2: 	 davi kourdwoo £aU 

Penyelesaian Kegiatan Catatan 
Coaching 

Waktu dan 
Media 

Coaching 
• Tahapan Kegiatan; 
• Output kegiatan terhadap 

pemecaha isu; 
• Keterkaitan Substansi Mata 

pelatihan; 
• 	Kontribusi Terhadap Visi- 

Misi Organisasi 
• 	Penguatan NiIai Organisasi;  



LAMPIRAN 2 

1. Pelaksanaan kegiatan Ke-1 

a. Format Penulisan Naskah Warta Parlementaria 

LAMPIRAN I 

QPEWNQ 

QM.&i 

NEWS I INAMA REPORTERJ - WP jTANOGAL TAYAGJ NO, (UJWIAH TAYANG) 

JLJOU1: tJUDUL NASKAH 

fLEAD NASKAH BER*TA'! 

VT: 

DN BEfl1AJ 

SB: (NAMA NARAsuI,RJ 
(JA8ATAN KOMISI tNOMOR KOMISI DPR RU IPARTAI POtZTh(j tSMGKATAM MAMA O.AP$14 

NEW5 2 tNAMA REPORTERJ - WI' ITANGOAL tYAMG1 NO. fUWTAN tAYMGJ 

JUOUL: (JIJDUL NASKAH 

ItAO NASKAH eSRUAIIf 

VT: 

fBADAN BERIIAI 

SB: tNAMA NARA5UMBEI 
tJABATANJ KOMISI (NOMOR KOMISIJ DPR RU [PM1 P0uThq (SINGKATAN MAMA DAPILI 

NEWS 3. (MAMA REI'ORTERJ - WI' (TANOGAL TAYANO) NO MUTAN IAYANGI 

,JUtIliL: (JUDUL NASKAM 

?ILEAD NASKAH BERZTAq 

VT: 

(BADAN BERITAI 

SB: (NAMA NARASUMBERI 
IJABAtAN) KOMISI (NOMOR KOM1SII DPR RU IPARTAt POUTMqI (SIMGKAT*N MAMA DAPtLJ 

NEWS 4 f$AMA REPORTERj - WI' rtANGGAL TAYARJ NO. (URIJTAN TAYANGj 

JIJDUL; (JUDUL NASKA1-Il 

FILEAD NASKAfl BERITM 
VT: 

MAOAN BERITAI  

SB: (NAMA NARASUMBERI 
IJABATANI KOMISI [NOMOR KO*&5IJ DPR RU [PARW PCtJT%)f (S4MGICATAN MAMA DAPILI 

igr2 

NEWS 5: (MAMA REPORTER) - WI' ( TANGOAL tA'ANGJ NO. (URUTAH tAYANGI 

JLJDUL; (JUOUL NASKAM] 

hEAD NASKAH BER1TAIf 

VT: 

(BACMN LSERITAj 

SB: (MAMA NARASUMBERJ 
(JABATANI KOMISI (NOMOR KOMISI] OPR RU IPMTN POtiT1KI (SIMGKATAN MAMA DAPIL] 
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NEWS 6: tNAMA REPORTRJ WV ITANGGAL TAYAMGJ NO (URUTAN TAYANG 

JUDUL: tJUDULNA$XAHJ 
/ILZAD HA)CAH ØERITAII 
Vt 

fOADAN 8Rn!01 
SB: (NAMANARASUMBERI 
(JAMtAt43 KOMISI OMMOR•KoMsj DPR Ru IPARTAI POUflK3 (SIHGKATAN NAMA t)APH4 

NEWS 7: INAMAREPCRTER) - WV fTANGGAL. 1AYANOI NO. (LIRUTAN TAYA$G) 

JUDUL: IJtJDtLNASKAHJ 

Vt 

IBADAN BR1TA 

SB: (NAMA NARASUMBER3 
IJABATAt4J KOMSr INOMOR KOLUO DPR RwfRtAI PotiflKy S 4 A$NMtA OAPI&4 

.aEME.Ni 

NEWS 8: (NAM REPORTERj WV tANGGAL tAANO1 NO LURUTAN TAVANGI 

JUDUL: (JUOUL NASkAIg 
/JtEAD 	BORTMi  
Vt 

(BADAN BERrrA 

SB: [NAMA NANASUMBER) 
(JABATAN) KOMISI (NOMOR KOMISJ DPR RU LPARTW POLaM tMMGKAIrANNAMA DAPILI 

NEWS 9. (NAMA REP RTERJ - WV AGL tAYANG3 NO. (URUTAN TAYANG) 
JUDLJL: 

FJtEAD P4ASI(AH BEfitTAq 

VT: 

IBADAN 8ERiTA 

SB: (NAMA NARASU1aER] 
ti1A*ATh* KOMIS tNOMOR  ICOMM4 DPR Ru fPARThI :P*ji (S1MGATAH NAMADAPILI 

NEWS 10: [NAMA REPORTERJ- WV (TANGAL TAYANGI NO tURUThN TAYANG 

JUDUL: IJUDULNASKAWJ 

/I1.EAD KMKAH BERflM 
VT: 

(SADAN BERITA! 

SB: (NAMA NA*ASW4BER) 
JABATANJ KOMtSI (NOMOR KOMgS DPR RU (pAJMM potjnXIe (84$GKAtAN NAMA DAPILJ 
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CONTOH PENGERJAAN NASKAH 

NEWS 8: VINITA - WP 12 MARET NO. 1 

JUDUL: KOMISI V DPR RI DORONG KOORDINASI BASARNAS PUSAT DAN DAERAH 

/1 KOMISI LIMA DPR RI MENDORONG BASARNAS MENINGKATKAN KOORDINASI SELURUH JAJARANNYA/ 
DARI PUSAT HINGGA KE DAERAH/ GUNA MEMBANGUN SINERGI PERCEPATAN PENANGANAN 
BEN CANA/! 

VT: 

// DITEMUI DI GEDUNG NUSANTARA II DPR RI! USAI MENGHADIRI RAPAT DENGAR PENDAPAT ATAU RDP 

DENGAN KEPALA BMKG DAN KEPALA BASARNAS/ ANGGOTA KOMISI V DPR SUDEWO MENGATAKAN/ 

KOORDINASI ANTARA BASARNAS PUSAT DAN BASARNAS DI DAERAH PERLU DITINGKATKAN// 

MENURUTNYA/ KOORDINASI TERSEBUT DIPERLUKAN AGAR UPAVA PENANGANAN TANGGAP DARURAT 

BENCANA BISA DILAKUKAN SECARA EFEKTIF/ GUNA MEMINIMALISIR KORBAN JIWA// KOORDINASI JUGA 

DIPERLUKAN DALAM RANGKA/ MEN INGKATKAN AKSI CEPAT TANGGAP TERHADAP BENCANA/ KHUSUSNYA 

TERKAIT PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA// 

SB: SUDEWO 

ANGGOTA KOM 151 V DPR RI! F-PGERINDRA/ JATENG III 
SB: SRI RAHAVU 

ANGGOTA KOMISI V DPR Rh F-PDIP/ JATIM VI 



CATATAN 

Berjumlah 8 sampai 10 naskah berita. 

a. Jika berita yang siap tayang pada rapat redaksi berjumlah kurang dari 7 berita maka 

produksi Warta Parlementaria kan dialihkan di hari selanjutnya agar memenuhi durasi 
berita (30 men it) 

Penulisan Partai Politik harus diawali dengan Fraksi. Contoh: F-PGERINDRA. 

Penulisan Dapil harus disingkat dan menggunakan romawi. Contoh: JABAR I, DKI JAKARTA I, 
SUMIJT II. 

Penulisan Narasumber tanpa gelar KECUALI Ketua-DPR. Srn'O 	 \O 

Penulisan Jabatan harus sesuai. Contoh: Ketua, Wakil Ketua, Anggota. 

Jika naskah berita membahas tentang AKD tertentu, maka jabatan yang dituliskan adalah jabatan 

di AKD BUKAN Komisi. Contoh: Ketua Ba leg, Ketua BKSAP. 

Penulisan Nomor komisi harus menggunakan angka romawi. Contoh: Komisi I, Komisi V. Komisi 
VIII. 

Singkatan Partai Politik 

F-PDIP 	 = Fraksi Partal Demokrasi Indonesia Perjuangan 
F-PG 	 = Fraksi Partai Golongan Karya 
F-PGERINDRA 	= Fraksi Partai Gerindra 
F-PKS 	 = Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 
F-PAN 	 = Fraksi Partal Amanat Nasional 
F-PD 	 = Fraksi Partai Demokrat 
F-PPP 	 = Fraksi Partai Pembangunani Persatuan 
F-PNASDEM 	= Fraksi Partal Nasional Demokrat 
F-PKB 	 = Fraksi Parta.i Kebangkitan Bangsa 



d. 	Laporan singkat kegiatan Ke-1 

Laporan Singiat Akuaftsasf Mn9gu Ko-1 

P4ama 	Vna Prafljhananfl 
NtP 	A99608102020122002 
Unit Kerja 	Sub Bagtart Program dan Produksl Taevisi 
su 	OptimaUsa& lmpiomenta& Prossdur Peogorjaan Naslah Warta 

Parlemontaria. 
Gagasan 	I Membuat format penuflsan naskah WP, 

Membuat aur pengerjaan naskah WP. 
Penur4ukkan, satuan korja tambahan sobagal penanggungjawab WP 

I. Malakukan koocdtnasi dwlgan (asubag dan Mentor te.ka4t tsu tcrpttth dan 
peaksanaan aktualisasi 

Pada peakianaan aktuo)Asasi keglatan pertarna, saya rnetakukan kcordtnasi dengan 
Kaubag Pogram dan Pibdumi T&evisi intang raneangan fomtat pent±iiearl natkah 
Wada Patiernenlana. Terdapat boberapa masukan oieli Kastbog mengenai format 
pensan yatu dengan membenkart calafan secara detaii mongenal cara perwftan. 
Saran tecsebut teiah saya tufiskan pada lampiran 3 yang beriskan fentang 
ketentkeentuan penutsan naskah. Mapun koordnas dengan Mentor 
membahas tentang progress kegatan yang sudah saya takukan. Mentor mernbenkan 
san bahwa karepa adanya keterbatasan waMu maka haws ada bet*rapa kecjiatan 
yang dkerakan secara bersarnaan sehingga sap rnengegakan rancangan format 
pentJtisan naskah bersarnaan dengan koordnas aal bersarna Mentoi. Mentor 
mernberikan masukan untuk membuat format secara leilas dan rnornbenkan pwJuk 
taihal yang harus dubah pada penuhsan naskab Hal tersebut tetah saya tubskan 
pada Iampan I dengan membadkan highlight kurng sebagar bagian yang hanat 
dhlbah. Berdasarkan koordinasi dengan Kasubag dan Mentor untuk peiaksanaan 
SkWallSasi keTiatan I dan keg alan 2 ya4u finalsasi format oaskah telah datankan 
dengan bask. 

2. Konsultasl lan diskusl dangan rekan kerja terkaft frwmat naskah Warta 
Parietnuntada. 

Pada peaksanaan akuatsas kegatan pertarra. saya rrMatakukan konsvIlasi dan 
diskusi bersama dengan rekan kera untuk membahas draf format penuiisan naskah. 
Terdapat beberapa masukan yang thbenban yatu mnunni 8 naskah yang haws 
dituskan yang bertuan agar mencapa durasf wakto selama 30 menit Jika berita 
yang ditasitkan tuirang dan 7 berita maka akan tappng di had setanjflnva Masukan 
tersebut telah thtubskan pada fampiran 3 poin IA untuk mringantispasi apath!a berita 
yang dthas Ikan kurang dan 7 benta erdaswkan basil dns ust tersebut, saya merasa 
terbantu mengenal penutisan format naskab sehingga dapat segera metakukan 
finaasasi rtaskah berdasarkan masukamrnagukan tersebut. 
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2 Pelaksanaan kegiatan Ke-2 

Prosedur Pengerjaan Naskah Warta Parlementaria 

PROSEDUR PENGERJAAN NASKAH WARTA PARLEMENTARIA 

E4 ni 	 Pgvn J 	 rnrtm 1 	F 	I 
== 	> 	I 	 I 	

[T > 	
', I n 	 trg 

CaUfan- 

pembqNri Ju&i 
n#; editor 
r*th 'tj 

Caar 

Miktikm 
- 	 bI!t 

POM.  
3BPr Ma dnkn 
dan isswn yarcj Pwing 

4 	3U4cfl pe1eC8n 

*nn pthai 

I 	I 
NwOh dk!iinGn 

3 *n lr'bct 4m J 
L9 di harg_j 

"taso  

WP 

WP 	'ayanq <: 	 P 

C4tn 

bmita 	
Li 

din VT biita 
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SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE www.dpr.go.id  

SURAT PERINTAH TUGAS 

Saya yang bertanda tangan dibawah ni: 

Nama 	 : 	Bayu Setiadi, S.IP 

NIP 	 : 	197903262005021002 

Jabatan 	 : 	Kepala Sub Bagian Program dan Produksi Televisi 

Instansi 	 : 	Sekretariat Jenderal DPR RI 

Dengan ini menugaskan kepada nama-nama berikut: 

No NAMA 	 KETERANGAN 	 PENUGASAN 

1 VinitaPratijivananti 199608102020122002 PenanggungJawabWP 
I Human Hidayat  PPNASN Penanggung Jawab WP 
2 Mahir Pratama i99312i22Oi8O1iPO2 Penanggung Jawab WP 
3 Joe PPNASN Editor 
4 Fikri PPNASN Uploading/Admin 

Untuk membantu dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyuntingan 
tayangan Warta Parlementaria sebagai upaya Optimalisasi Implementasi Prosedur 

Pengerjaan Naskah Warta Parlementaria di SubBagian Program dan Produksi Televisi 

Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Jakarta, 20 Mei 2021 
Kepala Sub Bagian Program dan Produksi Televisi 

Bayu Setiadi, S.IP 
197903262005021002 
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SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715423/5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id  

DAFTAR HADIR SOSIALISASI 

"Optimalisasi Implementasi Prosedur Pengerjaan Naskah Warta Parlementaria" 

Jumat, 28 Mei 2021 

No Nama Jabatan Paraf 
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5717 423 / 5715 925, WEBSITE www.dpr.go.id  

Jakarta, 27 Mei 2021 

Sifat 	: Dinas 

Derajat 	: Segera 
Lampiran 
Hal 	Undangan Rapat Sosialisasi Prosedur Pengerjaan Naskab WP. 

Yth: 
Tim Editor Naskah TV Parlernen 
Di Jakarta 

Bersama mi kami sampaikan dengan hormat, berkenaan dengan aktualisasi Pelatihan 
Dasar CPNS, sebagai bentuk pelaksanaan gagasan Optimalisasi Implementasi Prosedur 
Pengerjaan Naskah Warta Parlementaria, maka kami mengundang saudara untuk menghadiri 

rapat sosialisasi pada: 

Hari Jumat, 28 Mei 2021 

Pukul 09.00 WIBs/d selesai 

Tempat Ruang Rapat Kabag TVR Parlemen, Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta 

Sehubungan dengan itu, diliarapkan kehadiran saudara dalam Rapat Koordinasi tersebut. 

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih. 

Kepala Sub Bagian Program dan Produksi Televisi 

Bayu  Sedadi,S.IP 
NIP, 197903262005021002 
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C. 	Rekapitulasi kesalahan penulisan Warta Parlementaria bulan Maret 

WARTA PARLEMENT.ARIA MARET 2021 

NO TANGGAL FILE JUDUL BERITA STATUS KETERANGAN 
I 2c21 F U L L SEGMEN VT WARTA PARLEMENTARIA WF - RPAT K 00 R DfN ASI 11JNDA TAVANG lUNDA TA(ANGARENA SALAH PENLILISAN NAMA. 

BADAN KEAHUAN DFR RI DENGAN FERGURUAN TIMGGI INOSENSIUS SAMSUL 
SE-INDONESIA)  

2 10032Q21 FULL SEGMEN VT WAFA PARLEMENTARIA( WF -I1M PEMANTAU ELUASI TUNDA TAVANG TUNDA TAVANG IARENA TIOAI< ADA JLJOUL DI TEMPLATE 
PENCAPA)AN OVONOMI KHUSJS PAFUA & WP - SINERGI PERTAMA DAN PENEMPATAN TEMLA7E 7,'OAK SESUAs 
PEMERINTAH UNTUK 	 9fr  NARASUMER 

3 I2?032021 FULL SEGMEN 11032021 WARA PARLEMENTARIA( WP - KETLIA DFR BUKA TUNDA TAVANG TUNDA TAYANG, ADA KURANG DAN PENUUSAN GEL& 
PAMERAN FOlD KAUKLIS PEREIMFUAN PARLEMEN)  PENDIDlYAN DAN BLANK Dl HAEIS SEGMEN FENUTLIP 

4 151032021 FULL SEGMEN VT WARTA PARLEMENAPiA WP - DUVJJNG PENFGKATAN TL?NDA TAVANG TUNDA TAVANG KARENA KESALAHAN PENLILGAN 
PEN.ANGANAN KORIJPS SEHAPUSNYA KOM IS Di 7JUS(KOMISNu, DITEMPLATE llAMA 

ANGOTAOPRRI) 
5 240 V2021 FULL SEGMEN VT 2403 WARTA R&RLEMENTARIA( WP - PIJSAT PENELITIAN TUNDA IAVANG TUNDA TAVANG KARENA KURAIIG RI 

________ 2021 SADAN KEAI-ILIAN OPR RI GALl MASUKAN RUU PKS).  
S 3G0312021 FULLSEGMEN VT 3003 WARTA PARLEMENTAPJA ( lM - JANGArl ADA DULL) TUNDATAVANG TUNDA TAVANG KARENA JIJDUL TEMPLATE TIDAK SESUAI 

2021 WACANA SE•R1FiYA7 MAKSIN JADI DOKUMEN NASAH 
PERJALANAN 

7 0410312021 FULL SEGMEN VT REV WARTA PAR.EMENTARIA WP - RAPAT KOORDINASl 2K TUNDA TAVANG TUNDA TAYANG KARENA SALAH PEAJLISAN JASATAN 
DPR RI DENGAN PERGURUAN TIWGG] SE-INDDMESlA)  IKEPADAi. YANG SENAR KERALA 

1510312021 FULL SEGMEN VT - WARTA RAPLEMENTARIA(WP - TIM PEMANTAU EVALUASI TUNDATAYANG TUNDA TAANG KARENA BERfTA TERAXHIR SALAH JUDUL  
11T73021 RiW Ft?ICP7LN OTOIJOMI I0lUSU!AJA)  

2510312021 FULL SEG MEN VT WARTA 'AFLEMENTARIA WP - PERAN AKTIF PEMUDA DI TUNDATAVANG TUNDA TAVANG KARENA SALAH PEWUL1EAN JUDUL COVOfl, 
2503202 NASA PANDEI COVOl 10 DIPERLUKAIl & WP - PROGRAM 'yANG BENAA CGV!D & NAMA BELAKANG NARASUMEER 

PTSL Di JATENO MASIH 4ADAPI KENDALA  KURANG HURUF H ROHATiMNGSfl 
10 1510312021 FULL SEGMEN VT WARTA PARLEMENTARIA (WP - DIJKUNG PENII4GKA7AN TUNDA TAVANG TUNDA TAVANG KARENA SALAH PENULISAN HLRU <OMSI 
- ________ 15032321 PENANGANAN KORJPSI) Of NARASUMEER i<CMISNi 

# K€TERAI4GAN Total 10 WP 
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C. 	Rekapitulasi kesalahan penulisan Warta Parlementaria bulan April 

WARTA PAR LEMENTARIA APRIL 2021 

NO TANGGAL FILE JUDULBRirA STATUS KETERANGAN 
1 09104/2021 FULL SEGMEN YT(WP - KOMISI II UPS RI FULL SEGMEN TAKE DOWN REVISI KARENA TEMPLATE TIDAK SESUAI 

APRESIASI KESUKSESAN PEMIW DI NASKAN(rEMPIATE NAMA ANGGOTA NIA) 
KALIMANTAN lIMOS).  

5 1410412021 FULL SEGMEN 14042021 VT WARTA PARLEMENTARIA (WP - TUNDA TAY.ANG TUNDA TAVANG KARENA SAL.AI- TEMPLATE NAMA 
TINGKAT PENVELESAIAN JABAR NARASUMSES KEDUA 

AlAS REKOMENDASI BPK LEBI-4 

DIII NG KATXAN)  

2 19104/2021 FULL SEGMEN VT WP - UPS DESAK JOKOW1 FULL SEGMEN TUNDA TAV.ANG TUNDA TAVANG KARENA NARSUMBER TIDAK SESUAI 
KEWARKAN PERPRES SOAL BRIN DAN)  - NASKAN DAN JUOUL BERITA SALAH 

& 22/04/2021 SEGMEN futl fr youtube WARTA PARLEMENTARIA (WP - TUNDA TAVANG TUNDA TAVANG KARENA SEMUA NAPASUMBER 
BUST TINJAU PELAVANAN SALAH FRAKSI 
JAM KESTAMA)  

3 27/04/2021 FULL SEGMEN VT 27042021 FULL SEGMEN TUNDA TAVANG TUNDA TAVANG KARENA KESALAHAN TEM PLATE 

NAMA ANGGOTA DPRI SEHARUSNYA KAITENG DI 

TULIS KALENG(ini videonya yarg sih sdah tdak ad) 
4 29/04/2021 FULL SEGMEN VT 29042021 FULL SEGMEN TAKE DOWN REVISI KARENA SALAH PENULISAN DI TEMPLATE 

fl KETERANGAN : Tota' 6 WP 
4 .. 	 -...---..------..-.-.-----..--.,- 

	

I 
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d. Laporan kesalahan judul atau narasumber dari tim editor video atau admin 
upload sebelum adanya form revisi naskah. 

 

-. :.,dk Niikie Reclaksi 

 

 

Ni juga salah nama narsum bu rieki aprilia 

ditulis renny astuti 

Mas Fityan 

SAMPAH SECARA MAKSIMAL DAN HARUS Di BANTU OEL 

KEMENTERIAN TERK.AIT /1 NAMUN RIEZKY JUG 

MENEKANKAN KEPADA MASYARAKAT AGAR IKU 

BERKONTRI8USI DALAM MENYELESAIKA 

PERMASALAHAN SAMPAN/f 

SB: RIEZKY APRIUA 

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI / F-PDIP / SUMSEI. I 
TC: 00:00-00:20 (00327) 

Dukung terus supaya karena WA nya ini juga sudah tids 

bsa menacnpung secara maksimal lagi naN oieh karena it 

katanya ada pengembangan, pengenibangannya diman 

nab kita Iiatjarigan sampe bicara dikembangkari tapi tida 

dilaksanakan kan begitu tapi kite butuh kontribu 

masyarakat juga untuk bekerja secara stimultan denga 

  

 

WARTA PAPLEMEN - OPTIMALKAN PERPUSTAKAAN 

DIGITAL 

yoiitu.br 

hltp/'youube/vo4 BNWLsyvis 

Ada kesalahan nama di narsum pertama 

 

Nih n2skah aslinya bang 
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e. Perubahan sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek aktualisasi prosedur 
pengerjaan naskah Warta Parlementaria. 

- Tayangan warta parlementaria sebelum proyek aktualisasi 

RAPAT REDAKSI 29 APRIL TAYAN6 03 MEl 2021 

PROKES CALON JAMAAH HAil DIPERKETAT (BONDAN) TVR PARt EMEN ((.l rRA} 

BANSOS PIA Dl RJA KAUBATA (HO) : TVR PAREMEN 

KELANCARAN INTERNET PON XX DI PAPUA (ANGGUN) TVR PARLEMEN 

KUMISI I KR! 1151 WACANA DIGITALISASI JAR!NGAN SG (A)IB) TVR PARLEMEN (AJAF( 

S. MEMBANGUN GENERASI WIRAUSAHAWAN (RANGGA) : TVR PARLLMEN 	 1 
510K BERAS IMPORT DUUAL (RIZKI) !VR PARLMLN 

PENYUSUNAN RUU PENGADILAN TINGGI (FITYAN): TVR PARLCMEF4 (NUXIE) 

S. PEMBENAHAN SARPRAS INDUSTRI PERIKANAN (BONDAN): IVR PARE EMEN 

9. KOMISI IX XE KALTARA 2 (TEGUR) : TVR PAREEMEN 
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- Tayangan warta parlementaria setelah proyek aktualisasi 

NEWS 2: VINITA WP8JUNINQ,$ 

JUDUL: LONJAKAN KASUS COVtD-19 MARUS DIEVALUASI] 

1/ IKOMISI SEMBILAN DPR RI MENGKRITISI/ LONJAKAN KASUS COV!D49 PASCA UBUR (EBARAN 

DISEBABKAN OLEH IEMAHNYA IMPLEMENTASI KEBEJAKAN IAR.ANGAN MUDIK YANG DISEBALKAN 

BURUKNYA KOORDINASI ANTARA PEMERINTAN PUSAT DAN DAERAH// 

VT: 

// ANGGOTA KOMISI SEMBILAN DPR RI NETTY PRASETIVANI MENYOROTI TERJADINYA LONJAKAN 

KASUS COVID-19 DI BERBAGAI DAERAH DI INDONESIA PASCA LIBUR IOU!. FuRl/f NETTY MENILAI/ 

LONJAKAN KASUS COVID19 DISEBABKAN KARENA/ LEMAIINVA IMPLEMENTASI REGULASI 

PEMERINTAH DALAM MEML3ATASI RUANG GERAK MASYARAKAT/f DALAM F4AI IN! NE1TY 

MENGATAKAN/ PEMERIN(TAI-4 PERU) MELAKUKAN EVAWASI TERI-IADAP REGULASI YANG DIBUAT 

SERTA MELJKUKAN LANGKAH-LANGKAH KOORDINATIF ANTARA PEMERINTA!-! PUSAT DENGAN 

PEMERINTAH DAERAH// 

SB: NETY PRASETIVANI 

ANGGOTA KOMISI IX DPR RI / F-PKS/ JABAR VIII 

SB: RAHMAD HANDOYO 

ANGGOTA KOMISI IX DPR RI I F-POIP/ JATENG V 
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WARTA PARLEMENTARIA 
OPENING 
SEGMEN I 
NEWS 1:AC1L.WP8JUNI NO.6 

I±0UL: BELANJA ALtJTSISTA RP 1760 1 MASIR RENCANA 

If ANGGOTA KOMISI SATU/ VAN PERMENAS MANDENAS MENGATAKAN/ BELANJA ALUTSISTA INI 

MASIH DALAM TAHAP WACAWA/ DAN PROSES PERENCANAAN/ TIDAK SEHARUSNYA ISU IM HARUS 
MENJADI KONSUMSI PUULIK/ SEHARUSNYA SETELAH SUDAH MASUK DALAM DOKUMEN 

PERENCANAAN/ BARU RENcANA INI BISA DIBIcARAKAN/ MENURUT VAN! MENTERI PERTAItANAN 
PUNVA WIN WIN SOLUTION UNIUK RAGAIMANA MENCARI ANGGARAN DAN TENTUNYA HARUS 
MENDAPATKAN PERSETUJUAN PRESIDENt! 

If SELANJUTNVA / VAN PERMENAS AKAN MENDUKUNG PENLJH TERHADAP RENCANA MODERNISASI 
AWTSISTAJ DALAM RANGKA PENGUATAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA/ HAMPIR SELURUH 
ALUTSISTA YANG ADA SAAT INI/ SUOAH TIDAK MENDUKUNG// 
SB VAN PERMENAS MANDENAS 
ANGGOTA KOMISI I DPR ni/ F-PGERINDRAf PAPUA 

SB : VAN PERMENAS MANDENAS 
ANGGOTA KOMISI I DPR RI, F-PGERINDRA/ PAPUA 
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